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SAMBUTAN
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau, berbagai suku,
agama dan budaya dalam perjalanan sejarahnya penuh dengan
dinamika. Keindahan Indonesia terletak pada keberagaman tersebut
dan warna pelangi yang disandangnya, seperti yang telah dipatrikan
dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman dan warna
pelangi tersebut juga terekam pada arsip yang merupakan warisan
nasional. Sehingga tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa : “Dari
semua aset negara yang ada, arsip adalah aset negara yang paling
berharga. la merupakan warisan nasional yang perlu dipelihara dan
dilestarikan dari generasi ke generasi. Tingkat keberadaban suatu
bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan dan pelestarian arsipnya”.

Salah satu bagian khasanah arsip yang telah berada di Arsip
Nasional Republik Indonesia, adalah berbagai rekaman peristiwva
sejarah dan fenomena yang menggambarkan dinamika Provinsi
Kepulauan Riau sebagai bagian tidak terpisahkan dari Indonesia.
Kepulauan Riau merupakan salah satu daerah penting dalam sejarah
panjang pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepulauan Riau walaupun secara resmi baru menjadi Provinsi
pada tahun 2002 (berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2002) namun sejarah keberadaan dan peranannya melebihi seabad
keberadaannya sebagai Provinsi. Sebelum tahun 2002, Tanjung Pinang
merupakan pusat kegiatan pemerintahan Provinsi Riau setelah resmi
terjadi pemekaran lepas dari Provinsi Sumatera Tengah pada tahun
1957. Sejak disyahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002
tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau tanggal 25 Oktober
2002 Tanjung Pinang menjadi ibukota Kepulauan Riau.

Kepulauan Riau dalam perjalanan sejarahnya hingga ia menjadi
salah satu Provinsi, juga dibentuk dalam tradisi dan suasana kebatinan
Indonesia sebagai bangsa pejuang. Haji Muhammad Amin yang
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mempelopori pendirian Serikat Dagang Islam tahun 1916 di
Pekanbaru, Marzuki Malon Marajo (di Bangkinang), serta
Ibad Amin, Hasan Arifin, Umar Amin Husin dan M. Yaman
adalah nama-nama pelopor gerakan kebangsaan di Riau yang
secar aktif menyerang kepentingan Kolonial Belanda di Riau.
Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa masyarakat Kepulauan
Riau adalah bangsa pejuang dan mempunyai andil dan peran yang
besar dalam Kemerdekaan Indonesia.

Kepulauan Riau selain mempunyai peran penting dalam
perjalanan sejarah Indonesia, juga memiliki latar budaya dan
adat istiadat yang mengakar pada tradisi budaya yang begitu
beragam, terutama kebudayaan Melayu dengan akar Islam yang
kuat. Dengan letak geografis yang memiliki alam yang
menakjubkan menjadikan Kepulauan Riau merupakan salah satu
aset bangsa Indonesia dan menjadi tujuan wisata budaya
unggulan. Tradisi budaya Islam yang mengakar sejak berdirinya
Kemaharajaan Melayu, Siak, Sri Indragiri dan lain-lain pada abad
ke-16 memberi corak sendiri dalam kehidupan masyarakat
Melayu di Kepulauan Riau, menjadikan budaya unggulan di
Kepulauan Riau.

Industri pertambangan dengan tradisi penambangan
bauksit, nikel, alumunium dan lain-lain merupakan aset penting
lain yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau. Kepulauan Riau-lah
yang dengan segala keikhlasannya menyumbangkan hartanya
untuk membantu masyarakat yang terkena bencana akibat
meletusnya Gunung Krakatau di Selat Sunda tahhun 1883.

Pengungkapan sejarah Kepulauan Riau dengan berdasarkan
arsip yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia bertujuan
menyadarkan kembali kesadaran masyarakat Kepulauan Riau
khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya terhadap nilai-nilai
perjuangan dan keutuhan berbangsa dan bernegara. Inilah salah satu
tujuan dari program Citra Daerah vyang sekarang sedang
dikembangkan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), menjadikan
arsip sebagai memori kolektif bangsa.
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Program Citra Daerah pada dasarnya merupakan kegiatan
pengungkapan kembali memori kolektif daerah. Program ini dibuat
untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah. Program ini bertujuan untuk
meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai budaya
bangsa dan nilai kebangsaan, memupuk rasa cinta tanah air dan
mencegah disintegrasi bangsa. Data dan fakta yang terkandung
dalam arsip sebagai memori kolektif, dan jati diri bangsa serta
warisan nasional yang merefleksikan bagaimana suatu daerah ikut
memberi warna dan corak dalam sejarah perjalanan bangsa dari
masa ke masa. Dengan mencermati data dan fakta tersebut akan
diperoleh informasi akurat dan obyektif mengenai peran masing-
masing daerah dalam membangun kehidupan berbangsa dan
bernegara Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Dengan semangat otonomi daerah dan dengan melihat latar
belakang sejarah, Citra Daerah ini diharapkan dapat meluruskan dan
meningkatkan pemahaman kita akan makna Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berayun ditengah derasnya arus
globalisasi. Dengan demikian semangat otonomi daerah harus
dipahami dalam makna yang bersifat integratif dan bukan
disintegratif terhadap tatanan sosial budaya maupun politik
kenegaraan

Perlu disampaikan disini bahwa karena berbagai
keterbatasan, Citra Daerah ini barulah berisi sebagian kecil dari
seluruh arsip yang disimpan di ANRI. Oleh karena itu Citra Daerah
ini diharapkan dapat merangsang tumbuhnya program lanjutan
yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Terima Kasih.
Jakarta, November 2007

Kepala,

Djoko Utomo
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CITRA KEPULAUAN RIAU
DALAM ARSIP

PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Mewacanakan “daerah” sebagai kondisi dasar diharapkan
akan membangunkan pemahaman kita tentang bangsa
(nation), dan rasa kebangsaan (nasionalisme). Di masa lalu
eksistensi daerah terbentuk karena ikatan kultural yang melekat
pada wilayah dan masyarakatnya. Dalam perkembangannya
eksistensi dan dinamika daerah diwujudkan pada kemandirian
dan prakarsa daerah yang bersangkutan untuk memajukan
masyarakat dan wilayahnya. Dalam konteks tersebut
keberhasilan yang dicapai suatu daerah akan menjadi
sumbangan bagi keberhasilan dalam membangun sebuah
bangsa.

Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 yang merupakan
pengganti  Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah telah diundangkan. Pelaksanaan Otonomi
Daerah pada hakekatnya adalah sebagai suatu upaya untuk
meningkatkan peran daerah dalam memberikan dan
mendekatkan layanan prima kepada masyarakat dalam rangka
pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di
daerahnya masing-masing secara optimal.

Salah satu aspek yang cukup mendasar dengan penerapan
otonomi daerah berkenaan dengan fungsi kearsipan adalah
kewenangan untuk mengelola arsip statis di daerah beralih dari
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) kepada Pemerintah
Daerah. Untuk itu kepada Pemerintah Daerah perlu diberikan
informasi dari peristiva masa lalu tentang daerah masing-
masing agar Pemerintah Daerah dapat mengembangkan upaya
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penyelamatan dan pelestarian arsip statis pada masa-masa
berikutnya.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, Arsip
Nasional Republik Indonesia mencoba berperan aktif untuk
memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat pelaksanaan
Otonomi Daerah melalui Program Citra Daerah, vyaitu
penyerahan hasil alihmedia (berupa hard copy dan soft copy)
dari khasanah arsip statis yang tersimpan di ANRI kepada
seluruh Provinsi di Indonesia. Salah satu Provinsi yang menerima
Citra Daerah pada tahun 2007 ini adalah Provinsi Kepulauan
Riau.

Arsip mengenai Kepulauan Riau yang diserahkan
mencakup kurun waktu mulai awal abad ke-17 sampai dengan
abad ke-20, yaitu sejak masa Vereeniging Oost Indische
Compagnie (VOC) sampai dengan masa Republik Indonesia.
Arsip yang diserahkan berisikan informasi tentang berbagai
fenomena dan peristiwa yang terjadi di Kepulauan Riau pada
periode tersebut. Citra Kepulauan Riau Dalam Arsip ini
diharapkan dapat memupuk rasa cinta tanah air, berbangsa dan
bernegara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) bagi masyarakat Kepulauan Riau pada khususnya dan
masyarakat Indonesia pada umumnya.

B. LETAK GEOGRAFIS DAN WILAYAH ADMINISTRATIF

Letak geografis Kepulauan Riau berada pada 4°15’ LU dan
0°48' LS, 103°10’ BT - 109 BT. Wilayah Kepulauan Riau pada
bagian Utara berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja, di
Selatan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi,
di sebelah Barat dengan Malaysia, Singapura dan Provinsi Riau,
dan sebelah Timur berbatasan dengan Malaysia, Brunei dan
Provinsi Kalimantan Barat. Secara keseluruhan luas wilayah
Provinsi Kepulauan Riau adalah 252.601 Km2, terdiri dari 4
Kabupaten dan 2 Kota, 42 Kecamatan serta 256 Kelurahan/Desa
dengan jumlah 2.408 pulau besar dan kecil. Empat puluh persen
(40%) dari pulau tersebut belum bernama dan belum
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berpenduduk. Luas daratan wilayah Kepulauan Riau hanya 5%
dari seluruh wilayah Kepulauan Riau sisanya berupa lautan.
Keenam wilayah Kepulauan Riau tersebut yakni Kabupaten
Karimun, Kabupaten Bintan (dahulu bernama Kabupaten
Kepulauan Riau), Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna
serta 2 (dua) kota yakni Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang
sebagai ibu kota provinsi.

Motto Provinsi Kepulauan Riau adalah Berpancang
Amanah, Bersauh Marwah. Provinsi Kepulauan Riau bertekad
untuk membangun daerahnya menjadi salah satu pusat
pertumbuhan perekonomian nasional dengan tetap
mempertahankan nilai-nilai Budaya Melayu yang menjadi akar
budaya di dalam gerak pembangunannya.

Kepulauan Riau dahulu merupakan bagian dari paparan
Kontinental yang terkenal dengan nama Paparan Sunda.
Pulau-pulau yang terbesar di wilayah ini merupakan sisa-sisa
pemisahan daerah daratan pra-tersier yang membentang dari
semenanjung Malaysia dibagian utara, sampai dengan pulau
Bangka dan Belitung di bagian selatan. Secara geologis bentuk
batuan di wilayah ini termasuk kelompok batuan jaman antara
akhir paleozoikum dan tersier. Batuan tertua terdiri dari
bahan senyawa yang berasal dari gunung api dan deposit
sedimen plastis yang sedikit mengalami metamorfosa yang
dapat dikorelasikan dengan pahang vulkanik series di
Malaysia. Batuan muda terdiri dari batuan pasir serpih
konglomerat yang dapat dikorelasikan dengan plateau dari batu
pasir Kalimantan dan terbentuk pada umur tersier bawah.
Batu-batunya kebanyakan merupakan batuan-batuan metamor
dan batuan beku yang berumur dari pra tersier, sedangkan
penyebaran batuan sedimen sangat terbatas.

C. PERIODE KESULTANAN RIAU

Asal nama kata “Riau” seperti yang sekarang digunakan
untuk penyebutan nama Provinsi Riau dan Kepulauan Riau
terdapat beberapa penafsiran yang berkembang di masyarakat.
Pertama toponomi “Riau” berasal dari penamaan orang
Portugis pada wilayah ini dengan kata r7o yang berarti sungai.
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Kedua mungkin berasal dari tokoh Sinbad al-Bahar dalam
kitab Alfu Laila Wa Laila (Seribu Satu Malam) vyang
menyebut r/ahs, yang berarti air atau laut. Dan yang ketiga
berasal dari penuturan masyarakat setempat, diangkat dari kata
rioh atau riuh, yang berarti ramai, hiruk pikuk orang bekerja.

Selama kurang lebih 400 tahun yaitu antara tahun 1513
sampai dengan 1913, di Kepulauan Riau pernah berdiri Kerajaan
Melayu, antara lain adalah : Kemaharajaan Melayu (1513 —
1784), Kerajaan Pelalawan (1530 - 1879), Kerajaan
Inderagiri (1658 - 1838), Kerajaan Siak (1723 - 1858),
Kerajaan Riau-Lingga (1824 - 1913) dan banyak lagi kerajaan
kecil lainnya, seperti Tambusai, Rantau Binuang Sakti,
Rambah, Kampar dan Kandis (Rantau Kuantan). Di antara
kerajaan-kerajaan tersebut terdapat dua Kerajaan Melayu yang
berkuasa dan berdaulat yaitu Kerajaan Riau Lingga yang pusat
kerajaannya berada di Daik dan Kemaharajaan Melayu dengan
pusat pemerintahannya berada di Pulau Bintan. Untuk
memperkokoh kekuatan di wilayah itu, akhirnya kedua Kerajaan
Melayu tersebut dilebur menjadi satu. Wilayah kekuasaannya
pun tidak hanya terbatas di Kepulauan Riau saja, tetapi telah
meliputi wilayah Johor dan Malaka (Malaysia), Singapura dan
sebagian kecil wilayah Indragiri Hilir. Pusat kerajaannya berada
di Pulau Penyengat dan menjadi terkenal di Nusantara dan
kawasan Semenanjung.

Tahun 1511 Malaka jatuh ke tangan Portugis, Sultan
Mahmud Syah 1 yang menyingkir dari wilayah tersebut
berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang bernama
Kemaharajaan Melayu tahun 1513 yang berkedudukan di Bintan.
Setelah merasa bahwa kedudukan Kemaharajaan Melayu sudah
kuat, Sultan Mahmud Syah | segera menyusun rencana
serangan balik dari Bintan terhadap Portugis di Malaka, yang
dilancarkan secara terus menerus mulai tahun 1515, 1516,
1519, 1523 dan 1524. Namun serangan itu banyak mengalami
kegagalan, dikarenakan Portugis sangat kuat dalam strategi
perang dan persenjataan.

Masa peperangan Yyang dilakukan ternyata sangat
berpengaruh terhadap posisi kerajaan pada waktu itu, sehingga
ada kecenderungan sultan yang memerintah selalu berkeinginan
memindahkan pusat Kemaharajaan Melayu mulai dari Bintan ke
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Johor kembali lagi ke Bintan. Pusat kerajaan juga pernah pindah
ke Pekantua, Johor, Bintan dan kemudian ke Lingga.

Dalam rangka memperkuat posisi angkatan perangnya,
Kemaharajaan Melayu pada masa Pemerintahan Raja Abdullah
Sultan tahun 1606 mengadakan perjanjian dengan Pemerintah
Kolonial Belanda untuk menaklukan Portugis di Malaka.
Perjanjian kerjasama ini kemudian diperbaharui pada tahun
1639 dan membuahkan hasil dengan kemenangan di pihak
Kemaharajaan Melayu. Pada tahun 1641, Portugis tersingkir dari
wilayah Kemaharajaan Melayu. Dengan keberhasilan tersebut,
Kemaharajaan Melayu dapat dengan bebas menguasai dan
memerintah di Semenanjung Tanah Melayu dan daerah pesisir
Timur Pulau Sumatera yang meliputi Kerajaan Rokan, Siak,
Kampar, Inderagiri serta Kepulauan Riau.

D. PERIODE KOLONIAL BELANDA

Setelah Portugis keluar dari wilayah Kemaharajaan Melayu,
Kolonial Belanda yang telah membantu Kemaharajaan Melayu
mengusir Portugis mulai menancapkan kolonialismennya di
wilayah-wilayah Kemaharajaan Melayu. Hal ini tentu saja
menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara Kemaharajaan
Melayu dengan Kolonial Belanda. Pada masa Kemaharajaan
Melayu diperintah oleh Sultan Mahmud Syah |11,
diselenggarakan perjanjian perdamaian dengan Pemerintah
Kolonial Belanda pada 6 April 1685 dan diperbaharui pada
tanggal 9 April 1685. Perjanjian perdamaian ini tidak dapat
bertahan lama. Armada Kolonial Belanda yang dipimpin oleh
Laksamana Yacob Pieter van Bram dengan persenjataan
lengkap dan tentara terlatih menyerang Kemaharajaan Melayu.
Karena peperangan yang tidak seimbang, Kemaharajaan Melayu
mengalami  kekalahan dan diakhiri dengan perjanjian
perdamaian dan pengakhiran perang pada 10 Nopember 1784.

Walaupun dengan ditetapkannya perjanjian tersebut,
Kemaharajaan Melayu sudah berakhir, namun dalam
perkembangannnya ternyata di Kepulauan Riau muncul kerajaan
baru yaitu Kerajaan Melayu Riau sebagai pengganti
Kemaharajaan Melayu di bawah Pemerintahan Sultan Abdul
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Rachman. Karena Pemerintah Kolonial Belanda sangat kuat di
Riau, maka lama kelamaan kerajaan-kerajaan yang masih berdiri
di wilayah tersebut antara lain seperti Siak Indrapura,
Inderagiri dan kerajaan lainnya mulai pudar. Pada tanggal 29
Oktober 1830 dikeluarkan  kesepakatan baru yang
ditandatangani oleh para raja yang masih bertahan yang secara
paksa harus mengakui kekuasaan Kolonial Belanda di Riau,
berbentuk politik kontrak yang disebut Lange Contract dan
Korte Verklaring.

Pada tahun 1899, Pemerintahan Hindia Belanda membagi
Indonesia ke dalam 39 gewest yakni 22 gewest di Pulau Jawa
dan Madura serta 17 gewest di luar Pulau Jawa dan Madura.
Namun sejak ditetapkannya Undang-undang Desentralisasi
(Decentralisatiewet) tahun 1903 banyak terjadi perubahan
wilayah administratif di Hindia Belanda. Tahun 1909, Indonesia
dibagi menjadi 36 gewest, 17 gewest di Pulau Jawa dan Madura
serta 19 gewest di luar Pulau Jawa dan Madura. Setelah Sultan
Riau meninggal pada tahun 1911, pemerintahan di Riau terbagi
menjadi Resedentie Riouw en onderhorigheden dengan
ibukotanya Tanjung Pinang yang meliputi Afdeeling Tanjung
Pinang yang terdiri atas Kepulauan Riau — Lingga, Afdeling
Inderagiri Hilir dan Kateman.

Konflik yang bekepanjangan dan rasa tidak puas dengan
politik pecah belah Belanda terhadap bumi Riau, memunculkan
gerakan anti Belanda yang dipelopori oleh Haji Muhammad
Amin dengan mendirikan Serikat Dagang Islam tahun 1916
di Pekanbaru. Pada tahun itu juga di Bangkinang didirikan
Insulinde yang dipimpin oleh Marzuki Malon Marajo. Pada
tahun 1933 berdiri lagi organisasi lain yaitu Muhammadiyah di
Teluk Kuantan yang dipelopori oleh Ibad Amin, Hasan Arifin,
Umar Amin Husin dan M. Yaman. Selanjutnya pada tahun
1936 didirikan juga sebuah organisasi kepanduan di Pasir
Pangaraian yang bernama Hizbulwatan. Gerakan-gerakan
yang bertujuan melawan Pemerintah Kolonial Belanda ini terus
berlanjut sampai dengan kedatangan Jepang ke wilayah
Indonesia.
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E. PERIODE PENDUDUKAN JEPANG

Penaklukan Belanda oleh Jepang di wilayah Indonesia
pada tahun 1942 disambut hangat oleh masyarakat Kepulauan
Riau. Berakhirlah penjajahan Belanda atas Indonesia termasuk
Kepulauan Riau. Pada mulanya kedatangan Jepang disambut
gembira oleh masyarakat disekitar wilayah tersebut, mereka
menjajikan akan membawa perubahan dalam kehidupan. Namun
ternyata janji-janji tersebut hanyalah retorika belaka. Kehidupan
rakyat ternyata bukan semakin baik, namun bertambah
sengsara. Dibentuknya Giyugun maupun Peta (Pembela Tanah
Air) semata-mata hanyalah untuk membantu Jepang dalam
perang untuk menguasai Asia Timur Raya.

Dalam bidang pemerintahan, Jepang membagi Indonesia
ke dalam tiga wilayah, Sumatera ditempatkan di bawah
Angkatan Darat ke — 25, sedangkan Jawa dan Madura berada di
bawah kendali Angkatan Darat ke — 16. Kedua wilayah tersebut
berada di bawah kendali Angkatan Darat wilayah ke — 7 yang
bermarkas di Singapura.

Posisi Jepang di Asia Timur Raya semakin terjepit setelah
tentara sekutu dan rakyat Indonesia melakukan perlawanan di
berbagai wilayah secara terus menerus. Hal ini mengakibatkan
pertahanan tentara Jepang semakin menurun, terlebih lagi sejak
dijatuhkannya bom atom di kota Hirosima dan Nagasaki, maka
kekuatan Jepang di Asia Timur Raya musnah dan akhirnya
Jepang menyerah kalah tanpa syarat. Kesempatan ini
dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia melalui Soekarno — Hatta
untuk memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia pada 17
Agustus 1945.

F. PERIODE PASCA PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI

Dua hari setelah dikumandangkannya Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (PPKI) mengadakan sidang pertamanya pada 19
Agustus 1945 dengan keputusan antara lain:
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1. Daerah Indonesia dibagi dalam delapan (8) provinsi yang
dipimpin oleh gubernur. Provinsi-provinsi tersebut adalah
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo,
Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil.

2. Provinsi dibagi dalam karesidenan yang dikepalai oleh
seorang Residen.

3. Gubernur dan Residen dibantu oleh Komite Nasional
Indonesia Daerah (KNID).

Pada saat yang sama, PPKI juga menetapkan
pembentukan departemen-departemen yang akan dipimpin oleh
seorang menteri dan pemerintahan provinsi yang dipimpin oleh
seorang gubernur. PPKI kemudian dibubarkan dan diganti
menjadi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bertugas
membantu presiden.

Untuk melengkapi struktur pemerintahan daerah yang
disesuaikan dengan keadaan Pemerintah Pusat, maka
pemerintah Rl menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1945 yang mengatur kedudukan Komite Nasional Indonesia
Daerah (KNID). Dalam kerangka ini, Komite Nasional Indonesia
Pusat (KNIP) akan melakukan pelimpahan tanggung jawab
administratif semua urusan lokal pada Komite Nasional
Indonesia Daerah (KNID). Hal tersebut selain memperjelas
pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah
otonom, juga menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia
didukung oleh daerah-daerah bekas kerajaan yang menjadi
daerah otonom.

Meskipun pemerintahan telah terbentuk, kemerdekaan
masih harus ditegakkan oleh segenap komponen bangsa
mengingat Jepang yang kalah perang dengan pihak sekutu
diharuskan menjaga status quo di wilayah Indonesia hingga
kedatangan pasukan Sekutu. Pasukan Jepang yang berada di
Kepulauan Riau yang berjumlah kurang lebih 60.000 personel
melakukan berbagai upaya untuk menghambat kegiatan
pemerintah nasional Republik Indonesia di Kepulauan Riau.
Mereka berupaya untuk meningkatkan pengawasannya atas
beberapa instalasi-instalasi vital, seperti gudang-gudang senjata.
Padahal persenjataan dan penguasaan berbagai instalasi
tersebut sangat diperlukan oleh para pejuang di Kepulauan Riau
untuk menopang perjuangan. Akibatnya konflik antara pemuda
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Indonesia dengan tentara Jepang tidak dapat dihindarkan.
Kondisi yang kurang menguntungkan ini semakin diperumit
dengan kehadiran Belanda di wilayah itu pada tahun 1946.
Walaupun tugas Belanda adalah membantu tentara Sekutu
untuk memulangkan tentara Jepang dari wilayah itu. Namun
kehadirannya justru banyak menimbulkan kecurigaan di
kalangan masyarakat setempat.

Dalam perkembangannya ternyata Belanda banyak
melakukan intimidasi dan provokasi antara lain dengan
membantu pembentukan negara-negara federasi di daerah-
daerah untuk memecahbelahkan persatuan. Untuk memperkuat
tujuan tersebut, Van Mook, pemimpin NICA (Netherlands
Indies Civil Administration) mengadakan Konferensi Malino
yang pertama pada 16-22 Juni 1946. Konferensi yang kedua di
Pangkalpinang dan konferensi yang ketiga di Denpasar 18-24
Desember 1946. Dalam Konferensi ini diputuskan untuk
membentuk Negara Bagian yang pertama yaitu Negara
Indonesia Timur.

Disamping itu, Belanda juga berusaha mempersempit
wilayah Indonesia dengan melakukan perundingan-perundingan
yang lebih banyak merugikan pihak Indonesia antara lain
Linggarjati pada tanggal 12 November 1946 yang membagi
Indonesia menjadi tiga bagian yakni Jawa, Madura, dan
Sumatera. Karena tidak puas dengan perjanjian tersebut, pada
tahun 1947 Belanda melakukan Agresi Militer 1.

Januari 1948 dilaksanakanlah perjanjian yang kedua yakni
perjanjian Renville, gencatan senjata oleh kedua belah pihak
dilakukan untuk menghindarkan korban yang lebih banyak.
Namun perjanjian yang kedua ini juga dilanggar sendiri oleh
Belanda dengan melakukan Agresi Militer 11 ke wilayah
Indonesia.

Walaupun rakyat Indonesia selalu diintimidasi oleh
Belanda, namun pemerintahan di Indonesia tetap berjalan
sebagaimana mestinya. Hal ini ditandai dengan dibentuknya
provinsi-provinsi baru di Sumatera pada tahun 1948, vyaitu
Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan
Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor
22 Tahun 1948. Berdasarkan Undang-Undang itu, Provinsi
Sumatera Tengah dibagi menjadi 3 (tiga) karesidenan yakni

Citra Kepulauan Riau dalam Arsip




Riau, Jambi, dan Sumatera Barat. Keadaan ini terus berlangsung
hingga pengakuan kedaulatan Belanda atas Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) pada 27 Desember 1949.

Pada tahun 1950 ketika Republik Indonesia Serikat
dibubarkan, Provinsi Sumatera Tengah menggabungkan diri ke
dalam NKRI berdasarkan Surat Keputusan Delegasi Republik
Indonesia Nomor 9/Deprt/1950 tanggal 18 Mei 1950 dan
Kepulauan Riau diberi status daerah Otonom Tingkat Il yang
dikepalai oleh seorang Bupati sebagai kepala daerah dengan
membawahi empat kawedanan sebagai berikut:

1. Kawedanan Tanjung Pinang meliputi wilayah
Kecamatan Bintan Selatan (termasuk Kecamatan Bintan
Timur, Galang, Tanjung Pinang Barat dan Tanjung Pinang
Timur sekarang), Bintan Utara dan Batam;

2. Kawedanan Karimun meliputi wilayah Kecamatan
Karimun, Kundur, dan Moro;

3. Kawedanan Lingga meliputi wilayah kecamatan Lingga,
Singkep, dan Senayang; serta

4. Kawedanan Pulau Tujuh meliputi wilayah Kecamatan
Jemaja, Siantan, Midai, Serasan, Tambelan, Bunguran
Barat, dan Bunguran Timur.

G. PEMBENTUKAN PROVINSI

Dalam rangka meningkatkan status dari karesidenan
menjadi sebuah provinsi yang berdiri sendiri, seluruh komponen
masyarakat Riau berupaya keras agar tujuan kearah itu dapat
segera tecapai. Perjuangan diawali dengan diselenggarakannya
Kongres Pemuda Riau pada 17 Oktober 1954 di Pekanbaru
yang dihadiri oleh seluruh utusan pemuda dan pemuka
masyarakat Riau yang menghasilkan keputusan antara lain:

1. Memajukan petisi kepada Pemerintah Pusat agar daerah
bekas Karesidenan Riau, yang meliputi Kabupaten Kampar,
Kabupaten Bengkali, Kabupaten Inderagiri, dan Kabupaten
Kepulauan Riau, dijadikan daerah otonomi yang luas pada
tingkat provinsi.

2. Untuk mendukung keputusan yang dihasilkan dalam
kongres tersebut, diselenggarakanlah Konferensi Pemuda
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Pelajar Riau se-Sumatera Barat di Bukittinggi pada 23
Oktober 1954, Kongres Pemuda Riau Komisariat Inderagiri
di Rengat pada 31 Oktober 1954 dan Kongres Pemuda
Riau Komisariat Kepulauan Riau 22 Maret 1955.

Perjuangan untuk mencapai tujuan itu mendapat dukungan pula
dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera (DPRDS) dari
seluruh kabupaten yang berada di Karesidenan Riau yang
tertuang dalam Keputusan Kongres yakni memajukan resolusi
kepada pemerintah, mengirimkan delegasi kepada pemerintah
pusat dan membentuk panitia persiapan provinsi Riau. Panitia ini
kemudian menyelenggarakan Kongres Rakyat Riau 1 (KRR 1)
pada 31 Januari — 2 Pebruari 1956 di Pekanbaru yang dihadiri
antara lain oleh Gebernur Sumatera Tengah Ruslan
Mulyohardjo didampingi Kepala Bagian Desentralisasi Dt MB
Nan Kuning dan Kepala Bagian Politik Dt Sati. Hadir juga
Bupati Kabupaten Bengkalis BA Mochtar, Bupati Indragiri
Abdul Rachman, Bupati Kampar Ali Loeis dan Bupati
Kepulauan Riau Rakanaljan. Hadir juga wakil-wakil dari partai-
partai politik, organisasi masyarakat, kaum alim ulama dan
cerdik pandai. Kongres Rakyat Riau I menghasilkan keputusan
antara lain menuntut supaya daerah Riau yang meliputi
Kabupaten Kampar, Indragiri, Bengkalis dan Kepulauan Riau
dijadikan daerah otonom setingkat provinsi.

Harapan masyarakat Riau tersebut akhirnya terwujud
dengan ditetapkannya Undang-Undang Darurat Nomor 19
Tahun 1957, tanggal 9 Agustus 1957 tentang Pembentukan
Daerah Swatantra Tingkat | Sumatera Barat, Jambi, dan Riau,
yang kemudian diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 61
Tahun 1958. Dengan lahirnya Undang-Undang ini, maka
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor
4 Tahun 1950 yang menggabungkan Sumatera Barat, Jambi,
dan Riau dalam wadah pemerintahan Sumatera Tengah
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Berdasarkan Undang-Undang ini, Daerah Swatantra
Tingkat | Riau meliputi daerah-daerah Swatantra Tingkat Il
Bengkalis, Kampar, Inderagiri, Kepulauan Riau, dan Kotapraja
Pekanbaru. Selanjutnya melalui Surat Keputusan Presiden
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Nomor 258/M/1958, tanggal 27 Februari 1958, Mr. S.M. Amin
ditetapkan sebagai Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau.
Pelantikannya dilakukan pada 5 Maret 1958 di Tanjung Pinang
oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr.
Sumarman.

Setelah situasi berangsunr-angsur baik akibat adanya
pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik
Indonesia (PRRI), Pemerintahan melalui Menteri Dalam
Negeri menetapkan ibukota Provinsi Riau, penetapan Tanjung
Pinang sebagai ibukota Provinsi Riau hanya bersifat sementara.
Menteri Dalam Negeri kemudian mengirim kawat kepada
Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 Nomor Sekr. 15/15/6
yang berisi tentang penentuan ibukota Provinsi Riau. Untuk
menanggapi maksud kawat tersebut, Gubernur Riau membentuk
Panitia Penyelidikan Penetapan Ibukota Daerah Swatantra
Tingkat | Riau berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Swatantra Tingkat | Riau tanggal 22 September 1958
Nomor 21/0/3-D/58. Setelah melalui proses yang panjang serta
masukan pemuka-pemuka masyarakat, penguasa Perang Riau
Daratan dan Penguasa Perang Riau Kepulauan ditetapkanlah
Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau yang baru
berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau dengan Nomor
Des.52/1/44-25, tanggal 20 Januari 1959.

Pada Januari 1960, Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau
Mr. S.M. Amin digantikan oleh Letnan Kolonel Kaharuddin
Nasution. Pelantikan dilaksanakan di Gedung Sekolah Pei Ing
Pekanbaru. Dengan dilantiknya Letnan Kolonel Kaharuddin
Nasution sebagai Gubernur, maka struktur Pemerintahan Daerah
Tingkat | Riau mengalami perubahan. Badan Penasehat Gubenur
Kepala Daerah dibubarkan dan pelaksanaan pemindahan ibukota
dimulai pada awal tahun itu juga sekaligus meresmikan
Pekanbaru menjadi ibukota provinsi.

Tahun 1962, Indragiri Hilir, Rokan, Bagansiapi-api dan
lain-lain manginginkan wilayahnya dapat dijadikan Kabupaten.
Tuntutan tersebut ternyata dapat dipahami oleh Pemerintah
Daerah Provinsi Riau, maka berdasarkan Surat Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau Nomor 615 tahun 1962,
tanggal 15 Desember 1962 dibentuklah panitia yang akan
melaksanakan urusan itu. Hasil dari kajian tersebut, maka
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Provinsi Riau dibagi menjadi 5 (lima) Daerah Tingkat I
Kabupaten dan 1 (satu) Kotamadya yaitu:
1. Kotamadya Pekanbaru dengan Walikota/Kepala Daerah
Tingkat Il Kotamadya Tengku Bay;
2. Kabupaten Kampar dengan Bupati/Kepala Daerah
Tingkat Il R. Subrantas;
3. Kabupaten Indragiri Hilir dengan Bupati/Kepala Daerah
H. Masnoer;
4. Kabupaten Indragiri Hilir dengan Bupati/Kepala Daerah
Drs. Baharuddin Yusuf;
5. Kabupaten Kepulauan Riau dengan Bupati/Kepala
Daerah Adnan Kasim; dan
6. Kabupaten Bengkalis dengan Bupati/Kepala Daerah
H. Zalik Aris.

Perubahan struktur di bidang pemerintahan terjadi dengan
ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan sebagai pengganti Penetapan
Presiden Nomor 6 Tahun 1959. Sejalan dengan penetapan
Undang-Undang itu terjadi pergantian Gubernur Kepala Daerah
Provinsi Riau dari Kaharudin Nasution kepada Kolonel Arifin
Achmad sebagai care taker Gubernur/KDH Riau pada tanggal
16 November 1966 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri Letnan Jendral Basuki Rachmat dalam suatu sidang
pleno DPR-GR Provinsi Riau pada 15 Nopember 1966. Tidak
berapa lama kemudian berdasarkan Surat Keputusan Nomor
002/Kpts/67, Kolonel Arifin Achmad diangkat sebagai Gebernur
Kepala Daerah Provinsi Riau pada tanggal 16 Februari 1967
untuk masa jabatan 5 tahun, dengan Surat Keputusan Nomor
UP/6/1/36-260, tertanggal 24 Februari 1967. Surat Keputusan
tersebut diperbaharui dengan Surat Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 146/M/1969 tertanggal 17 Nopember
1969. Keadaan aman ini terus berlangsung selama tiga dekade
ke depan dan tidak banyak terjadi perubahan dalam bidang
pemerintahan.

Pada 1983 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31
Tahun 1983 telah dibentuk Kota Administratif Tanjung
Pinang sebagai antisipasi perkembangan daerah tersebut dan
tuntutan kebutuhan masyarakat. Pada tahun itu juga dibentuk
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pula Kota Madya Batam berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 34 tahun 1983. Dengan ditetapkannya peraturan
pemerintah tersebut berarti Batam bukan lagi bagian dari
Kabupaten Kepulauan Riau. Dengan adanya pengembangan
wilayah tersebut, maka Kepulauan Riau membawahi 16
Kecamatan dan 1 Kota Administratif Tanjung Pinang yang
membawahi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Tanjung Pinang
Barat dan Kecamatan Tanjung Pinang Timur.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah, membawa implikasi
terhadap kedudukan serta pemekaran provinsi dan
kabupaten/kota diseluruh wilayah Indonesia. Demikian juga
dengan kabupaten Kepulauan Riau dimekarkan lagi menjadi 3
kabupaten yakni, Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten
Karimun, dan Kabupaten Natuna, berdasarkan Undang-
Undang Nomor 53 tahun 1999 dan diperbaharui dengan
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2000, selanjutnya berdasarkan
Undang-Undang Nomor 5 tahun 2001, terhitung 17 Oktober
2001, Kota Administratif Tanjung Pinang ditingkatkan
statusnya menjadi Kota Otonom yang terpisah dari Kabupaten
Kepulauan Riau dengan memiliki empat kecamatan, yakni
Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Timur,
Tanjung Pinang Kota, dan Bukit Bestari. Sedangkan Kabupaten
Kepulauan Riau setelah pemekaran memiliki 11 kecamatan, yaitu
Kecamatan Bintan Utara, Bintan Timur, Teluk Bintan, Gunung
Kijang, Senayang, Lingga, Singkep, Singkep Barat, Tambelan,
Lingga Utara, dan Teluk Sebong. Disamping itu, sebagian
wilayah kecamatan Galang (kini Teluk Bintan) dan Bintan Utara
digabung dengan Kota Batam.

Dalam rangka meningkatkan status daerahnya masyarakat
Kepulauan Riau mengadakan musyawarah besar yang
diselenggarakan di Hotel Royal Palace pada 15 Mei 1999.
Keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah tersebut antara
lain keinginan untuk pembentukan Provinsi Kepulauan Riau yang
otonom terpisah dari Provinsi Riau. Tuntutan masyarakat
Kepulauan  Riau tersebut akhirnya terwujud dengan
ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, dan ditetapkan sebagai
provinsi yang ke-32 di Indonesia. Secara efektif
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pemerintahannya baru berjalan sejak 1 Juli 2004 vyang
mencakup:

Kabupaten Bintan,

Kabupaten Karimun,

Kabupaten Natuna,

Kabupaten Lingga,

Kota Tanjung Pinang dan

Kota Batam.

SO0k whE

Sebelumnya Ibukota Provinsi Kepulauan Riau berada di
Kota Batam dan kemudian berpindah ke Tanjung Pinang
hingga sekarang. Untuk memberdayakan potensi yang ada,
Provinsi Kepulauan Riau berusaha untuk tetap menciptakan iklim
investasi yang kondusif, dengan memberikan kemudahan
berinvestasi baik untuk investor domestik maupun asing.

Kota Batam menjadi pusat industri dan pariwisata yang
sangat terkenal di Indonesia dan juga merupakan pintu utama
wisatawan memasuki Kepulauan Riau. Dewasa ini juga
dicanangkan Batam-Bintan sebagai kawasan Industri dan
Pariwisata, hal ini membuat Provinsi Kepulauan Riau semakin
terkenal baik ditingkat Nasional maupun Internasional.

H. Kepulauan Riau dalam Khasanah Arsip

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal bahwa arsip
Kepulauan Riau dalam program Citra Daerah ini adalah
khasanah arsip statis yang tersimpan di ANRI. Informasi yang
terekam didalamnya berhubungan dengan berbagai aktivitas dan
fenomena di Kepulauan Riau. Arsip yang terekam dalam
program Citra Daerah ini berasal dari arsip tekstual, arsip peta
dan arsip foto yang menggambarkan berbagai peristiwa yang
terjadi di wilayah Propinsi Kepulauan Riau, dimulai dengan peta
wilayah Riau dan Lingga, termasuk pulau di sekitarnya, yang
berbatasan dengan Selat Singapura di bagian utara tertanggal
29 Oktober 1830 sampai dengan arsip tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Riau tanggal 25 Oktober 2002.
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Dalam Citra Daerah Kepulauan Riau ini pokok masalah
pertama  yang ditampilkan adalah mengenai geografis.
Penjelasan willayah geografis ini digambarkan melalui arsip
Peta antara lain: Tanjung Pinang, Pulau Karimun, Pulau
Tambelan, Riaouw Kepulauan, Niboem, Pulau Bintan, Pulau
Singkep, Pulau Lingga, Pulau Rempang, Pulau Sedangka, Pulau
Berhala Tambinalan Indragiri, dan beberapa peta tentang pulau-
pulau yang lain di wilayah Kepulauan Riau

Masalah pemerintahan dituangkan pertama kali dengan
menampilkan arsip berupa Kontrak tertutup antara Residen
Riouw dengan Sulthan Lingga Riouw mengenai penempatan
Pejabat Pemerintah di wilayah itu, Surat Rahasia Residen Riouw
kepada Sulthan Soelaiman Badroel Alam Sjah, Salinan surat
Sulthan Lingga kepada Resident Riouw dan wilayah sekitarnya
mengenai laporan perjalanan Sultan Lingga ke Pulau Penjingat
Batam, Undang-Undang No. 15 Tahun 1949 tentang
Pembentukan Provinsi Sumatera Tengah, Teleks tentang
permohonan pencalonan T. Arif, SH untuk duduk dalam kabinet,
Keputusan Presiden RI No. 110 Tahun 1951 tentang T. Ruslan
Muljoharjo sebagai Kepala Daerah Sumatera Tengah.

Masalah politik dan keamanan menampilkan arsip
seperti stempel Sultan van Lingga Riouw en onderhoorigheden
(Sultan Abdurrahman), Surat kepada Residen Palembang
tentang perjanjian pemberian Pulau Natuna dan Pulau
Boengoeran ke dalam Kerajaan Riau, Kepolisian Riau kepada
Kepolisian Negara bagian PAM Telegram tentang Agresi Belanda
di Sumatera 15 Oktober s/d November 1947, Laporan tentang
telegram mengenai situasi keadaan wilayah Riau 9 -14 Maret
1948, Kawat tentang sebuah kapal musuh jenis RP datang dari
Tanjung Samak ke perairan menuju Tanjung Kongkong 6 Juli
1948, Laporan tentang pelabuhan Riau dihujani tembakan-
tembakan mortier dan senjata-senjata berat dari kapal perang
Belanda. Berita acara timbang terima penyerahan kekuasaan
militer atas daerah Kepulauan Anambas dan Natuna dan
Kepulauan Riau 2 April 1954.

Masalah ekonomi dan keuangan menampilkan arsip
antara lain Laporan singkat Residen Riouw bulan Agustus 1892
mengenai perdagangan ekspor dan impor dari Pulau Batam,
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Surat Kementerian Keuangan Rl tentang penyelesaian
pengeluaran dan penerimaan Straits Dollar di daerah Riau 23
Juni 1954, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1959 tentang Dasar Perhitungan Malayan —
Dollar untuk melakukan tarif pajak — pajak negara di daerah
Riau 23 Juni 1954, Berkas tentang persetujuan Penanaman
Modal dari NIPPON SMT Pt Ltd Singapura, Tsuneo Iguchi
Jepang di bidang Industri pelapisan baja berlokasi dikawasan
industri, komponen elektronika berlokasi dikawasan Industri
Batu Merah di Pulau Batam Riau, Berkas mengenai persetujuan
Penanaman Modal Asing dari Koh chee Song dan Yeo Soh Khim
Singapura dibidang industri barang dari semen logam dan Mould
berlokasi di Batu Ampar Batam, Surat PT Aneka Tambang
kepada Sekretaris Menteri Departemen Pertambangan dan
Energi tentang penandatanganan kontrak Aluminia Bintan
dengan Kloeckner-INA.

Masalah pertambangan menampilkan arsip tentang
Kontrak antara Radja Abdul Rachman Moatlam Sjah, Sultan
Lingga Riouw dan wilayah sekitarnya dengan Tengkoe Ismail,
Poetra Radja Abdul Rachman Moatlam Sjah, Sultan Lingga yang
tinggal di Penjingat mengenai kontrak penggalian pertambangan
timah selama 28 tahun di Pulau Batam, 13 Desember 1909, Foto
tentang Alat Krant/ Angkat di pertambangan bauksit Pulau
Bintan, Foto tentang Pengangkutan tambang timah di Pulau
Singkep , Foto tentang alat Penggerak Pertambangan bauksit di
Pulau Bintan, Foto tentang alat transportasi (Lokomotif
Pembawa Barang) hasil tambang timah di Pulau Singkep.

Masalah sosial dan kesehatan menampilkan arsip
tentang Salinan surat Residen Riouw kepada Sulthan Lingga
mengenai permintaan pertolongan dan keikhlasan untuk
membantu pemerintah Hindia Belanda akibat kerusakan oleh
letusan Gunung Krakatau 11 September 1883, Laporan singkat
Residen Riouw bulan Juni 1858 mengenai pemasukan ampium
ke Pulau Batam dengan bantuan orang-orang Cina, Surat
Resident Riouw kepada Sulthan Lingga mengenai permintaan
laporan kesehatan atas penyakit yang sedang berjangkit di
daerah Lingga termasuk jumlah orang yang meninggal, sedang
terjangkit dan telah sembuh dari penyakit tersebut 23 Februari
1878, Barak Rumah Sakit tambang timah Pulau Singkep Riau.
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Masalah agama dan budaya menampilkan arsip antara
lain Receiving form dari Gubernur Militer Riau RM Oetojo kepada
PDRI/ Kementerian Agama tentang ketetapan puasa 8 Juni
1949, Foto tentang profil wanita pribumi di Pulau Singkep Riau,
Foto profil pekerja pertambangan timah dan keluarganya di
Pulau Singkep Riau, Foto profil pekerja Cina dan Melayu dari
pertambangan timah Pulau Singkep Riau, Foto profil juru tulis
etnis Cina di Pulau Sungkat Riau, Foto tentang Pekarangan dan
rumah di Tanjung Pinang Pulau Bintan Riau, Foto tentang
Rumah di Pantai Pulau Bintan Riau, Foto tentang Matahari
terbenam di Tanjung Pinang Pulau Bintan Riau, Foto tentang
pantai Singkep yang dialiri sungai Dabo.
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Peta wilayah Riau dan Lingga, termasuk pulau di sekitarnya,
yang berbatasan dengan Selat Singapura di bagian utara.
29 Oktober 1830
ANRI: Riau 73/a
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RESIDENTIE
RIOUW

BN
ONDERHOORIGHEDEN

Schanl 1:750000,

Peta Pulau Singkep, Pulau Lingga, Pulau Bintan, Pulau Mendol
(Residensi Riouw Onderhorigheden),
1924
ANRI: Topografi 1434/Blad 1/80
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Peta Pulau Lingga, Pulau Singkep, Pulau Penuba, Pulau Pasik,
Pulau Bandahara, Pulau Roesoek Buaya, Pulau Berhala
Tambinalan Indragiri Gaoeng,

1932
ANRI: Topografi 1321/Blad17/68
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Peta Pulau Singkep, Pulau Linggga, Kepulauan Riouw,
Tandjoeng Pinang, Pulau Bintan, Pulau Batam, Tanjung Balai
Tambilahan Malaka (Tanjung Pinang Sumatera),

1934
ANRI.: Topografi 1403/Blad VI/70
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Peta Tanjung Pinang, Pulau Bintan, Pulau Rempang, Pulau
Sedangka, Pulau Tamiang, Kepulauan Riouw (Tanjung Pinang),
1944
ANRI: Topografi 1361/Sheet 33/69
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Peta Pulau Tambelan, Riouw Kepulauan,
1945
ANRI: Topografi 44/NA/48 SE/5
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Peta Niboem, Pulau Bintan,
Juli 1946
ANRI: Topografi 2270/Sheet 4M/3/120
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Peta Pulau Karimun,
Juli 1946
ANRI: Topografi 2258/Blad 3L/14/120
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Bagian awal dan akhir dari Kontrak Tertutup antara Residen Riau
dengan Sultan Lingga Riouw mengenai penempatan Pejabat
Pemerintah di Lingga, Karimun, Pulau Boeroe, dan
Pulau Bintang
30 September 1868.

ANRI: Riouw 223/19
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Surat Rahasia Residen Riau kepada Sultan Soelaiman Badroel
Alam Sjah, Sultan Lingga mengenai peninjauan kembali surat
perjanjian persahabatan dengan Kesultanan Lingga akibat
pemberontakan yang dilakukan oleh Radja Moehamad Yoesoep
yang dipertuan muda Negeri Indragiri,

29 November 1879.

ANRI: Riouw 223/15
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Salinan surat Sultan Lingga kepada Residen Riau dan wilayah
sekitarnya mengenai laporan perjalanan Sultan Lingga ke Pulau
Penjinjat (Pulau Penyengat, Batam),

15 April 1885
ANRI: Riouw 223/10

Citra Kepulauan Riau dalam Arsip




Undrrmgrac 1949 No. 15

EMERINTAHAN. PROPINEI SUMATRA
TENGAH. Peraturan tentang pembentukan
Propinal Sumates Tengnh.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa telah tiba waktunjs untul membentul dasrak Propinsi Sumatra Tengah
jung berhok mengatur dan mengurus rumah tangganja sendid, sshopai ter- |
makand dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1948 tentang pemerintahan dae-
rah;

Mengingat: pasal B njat (1), pasal 20 afat (1} den paral IV Aturan Peralibian Undang:
Undanrg Disar, Meklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No, X dun
Undang-Undang No, 22 tahun 1848;

Dengan persetudjusn Badan Pekerdja Komite Naglonal Pusat;

Memutuskan:

I zhap intahan dacrah Karesk Sumatrs Barat, Riauw dan Djambi dan
membubarkan Dewan: Perwakilan Rakjat Daerah ¥ id)

I Menetapkan pombentukan Proplasi Suratra Tengah dengan pernturan sehagal berikut;

UNDANG-UKDANG TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI
SUMATRA TENGAH,

BAR L
Peratoran Umnunm,
Pamal 1.

Daernh jang melipati daerah Karesidenan Sumatra Bamat, Riauw dan Djambi ditetaplan
mendjadi Propinel Susmatra Tongah.

(1) Pemerintahan

12) Dalam waktu lu
pindabkan ke lai

{1) Dewan Porwak BAE IL
gauta.
{2) Djumlah anggaul Peraturan penutup.

gautn-Kepals Dy T

\ Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari jang akan ditetapkan didalam Peraturan Pe-
¥ merintah,

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal Nopember 1040,

PRESIDEN REPUELIK INDONESIA,
Diumumkan SOEKARNO.
pada tanggal — Nopember 1949,

Menteri dalam Negeri,

Sekretaris Negara, WONGSONEGORG,
A. G, PRINGGODIGDO.

Bagian awal dan akhir dari Undang-undang Nomor 15

Tahun 1949 tentang pembentukan provinsi Sumatera Tengah.
November 1949

ANRI: Sekretariat Negara 177
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{ran dalam masiaraket 41 dscrah-ba-io

h Republik Indonesis Serikat barkejakins
r penduduk daerah Risu menghendak
nesiag

intah Hepublik Indonesi
Pemarintah Republik
enggabungan dserah-baglan

lsba dan rugl; serta hak-hak dan kewed jiben-kewadjiban

ajot ¢y 11 ajat 5 den 22 Jdarl Undsng-
. bgisn Risu itu, dengan sendirinja disershken kepada Re-

fo.11 tahun 1950 dan pasal 2 EKonstitusi

Bamentars Ropublik Indonesis Serlkat,

santatiaf. .
RESARESEREREL L w‘lﬁjnh dasrah-heglen Risu, tetap berlsku.

Pasal &

mulal berlsku peda tanggal b April 1950,

.ersh Rlau sebagal dserab-bagian Mepublik Indonesis Se-

senggabungkan doersh Risu itu kepada Republlk Indonesind

Easnl 3.

Ditetapkan di Djakarta
anggel | April 1550,
FPUBLIE INDONESIA SERIEAT,

n selandjutnja darl Pe-

MENTERD DALAM NEGERI,

P

IDE AHAE AGOENG CGDE ADOERG

Negara Riau yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur
Jenderal Nomor 9 tanggal 12 Juli 1947 (Staatsblad 1947 Nomor
125) ditolak rakyat yang lebih memilih bergabung dengan
Republik Indonesia. Berdasarkan keinginan rakyat tersebut
Keputusan Presiden RIS Nomor 143 Tahun 1950, menghapus
Riau sebagai Negara Bagian dari RIS dan menggabungkan Riau
ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,

4 April 1950
ANRI: Sekretariat Kabinet 130
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KAPUTUSAN PFRESIDEN REFUELIK INDONESIA
Ho. 110 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membat ja surat Menteri Dalam Negerl tanggal 26 Djuni 1951 Ne. UPx
- 5/1/50, tentang usul pengangkatan T. Ruslan Muljohardjo
sebagal Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

lenimbang bahwa T. Ruslan Nuljohardjo, Residen diperbantukan pada
- Kementerilan Dalam Negoerl jang kini ditugaslan melakulan
pekerdjaan Gubernur, Kepala Daersh Propinsi Sumatera
Tengah, memenuhl sjarat-sjarat untuk diangkat dalam dja-
batan Gubernur, Kepala Daerah Sumatera Tengah;

akan Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1950 tentang peneta-

- pan berlakunja Peraturan Pemerlintah Republik Indonesis
Serikat No.1l6 jo. No.23 tahun 1950 untuk seluruh pegawal
Negeri Sipil Republik Indonesia (Negara Kesatuan);

Hengingat pula : Undang-undang Darurat No.25 tahun 1950 tentang hak pengang.
- katan dan pemberhentlan pegawal Negeri;

Mendengar Dewan Menteri dalam sidangnja pada tanggal 26 Djuni 1951;

MEMUTUSEKAN:

Menetapkan i
Terhitung mulai tanggal 1 Meil 1951 mengangkat
T. RUSIAN MULJOHARDJO

pada djabatan dengan gadjl dan penghasilan lainnja sebagaimana tertera
dalam ruang 8, 11 dan 12 dalam dafitar lampiran Keputusan ini dengan ke-
tentuan akan diadakan percbahan dan perhitungan seperlunja, djlka lkemudilan
ternjata ada kekeliruan dalam penetapan inl.

SALINAN Keputusan ini disampaillan untuk diketahul kapada:
1. Dewan Pongawas Keuangan di Bogor,
2. Kemonterian Dalam Negeri,
Kantor Perdjalanan Negeri,
Kanter Urusan Pegawal,
Kantor Pysat Perbendaharaan Negara,
Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung,
Pusat Tata Usaha Uruaan Pegawal pada Kemen'cerin.n Keuangan,
« Kementerian Keuangan,
9. Kantor Gubernur Sumatcera Tengah dl B\zkittinggi dan
PETIKAN Keputusan inl disampaikan kepada jang berkepentingan untuk
diketahul dan didjalankan sebagalmana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 Djuni 1951.

| ﬂPR.JSIDEN EPUBLIK INDONESIA,

Keputusan Presiden RI Nomor 110 Tahun 1951
tentang Penetapan T. Ruslan Murjohardjo sebagai
Gubernur/Kepala Daerah Sumatera Tengah,
28 Juni 1951
ANRI: Sekkab keppres No 329
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Kantor Jawatan Pelayaran yang beratap rumbia di Tembilahan,
13 April 1953.
ANRI: Kempen 530413 DD 3-1

i 5 |
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Masyarakat menunggu kedatangan Wakil Presiden Rl
Mohammad Hatta di depan Sekretariat Partai Politik Islam
Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) di Tembilahan,
13 April 1953.

ANRI: Kempen 530413 DD 5

i 59 |
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Rumah penjara di Tembilahan,
14 April 1953.
ANRI: Kempen K530414 DD 3-7
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Kantor Pos dan Telegrap Pembantu di Tembilahan,
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14 April 1953.

ANRI: Kempen K 530414 DD 3-9
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Suasana rapat umum pada waktu kunjungan Wakil Presiden
Mohammad Hatta di Tanjung Pinang,
20 April 1953.
ANRI: Kempen K 530420 EE 11

S — 2 |
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Wakil Presiden Mohammad Hatta mengunjungi Asrama Polisi
di Tanjung Pinang,
20 April 1953.
ANRI: Kempen K 530420 EE 34

S — =
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Kantor Jawatan Penerangan Kabupaten Kepulauan Riau
di Tanjung Pinang,
21 April 1953.
ANRI: Kempen K 530421 EE 1

i a4 ]
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Ibu-ibu dan anak-anak ikut serta mendengarkan wejangan
Wakil Presiden RI Mohammad Hatta pada waktu kunjungan ke
Tarempa, Kepulauan Riau.

22 April 1953.

ANRI: Kempen K 530422 EE 2-3
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Wakil Presiden Mohammad Hatta mengunjungi Asrama Tentara
di Tarempa, Kepulauan Riau.
20 Juli 1953.
ANRI: Kempen K 530420 EE 65

S — s |
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Wakil Presiden Mohammad Hatta memakai perahu motor
menuju ke kapal Jadayat di Pantai Tanjung Pinang,
16 April 1954.

ANRI: Kempen 540416 EE 9

S o |
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Wakil Presiden Rl Mohammad Hatta disambut oleh para perwira
Angkatan Darat dan Laut saat tiba di Pelabuhan Tanjung Pinang,
23 April 1954.

ANRI: Kempen 540423 EE 1

S — s |
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FRESIOEN
REPUGLIK INDONESIA

THDANG-UNDANG DARURAT No. 19 TASTN 1957
tentang
PEMBENTUEAN DAERAH-DAERAH TINGUAT I
SUMATERA BARAT, DJAMBI DAN RIAU.

PRESIDEN REFUBLIK IWDONWESIA,

Menimbang

E3IDEN
REPUBLIK INDONESIA
=gl
Peasl 12,

;u-un penertntmn jeng ssrasi, suslnﬂnng perlu mnlnd.jnu
lemball g Fropinsi

aeba, 1-nnn elnh di‘hunLuk dengan Peraturan Pmnl.nuh Pen;
gant

B-
tahun 1350 dan membagl wilajah ter=-

TUndsng-undang No, o
o o - hu-nng nl].:lc Prop:p-l Sunatera-Tengeh jeng berada dalam
""ﬁ tl'l"d::f:h“h'm "‘t‘m ':’;'9‘-:1'":.::'" ﬁ tileian t T R:.nu, Daersh tingket I Djembi dan Dasrah
bent: m"‘ ing: g AMEgan. cimghat ): !u:utn-a at, bepltu pule H:snh penghasilan dan beben-
nems Sumiterd Sapat, Jjaabl dan RY shan, serts hak-hek :;n huldjlbﬂl;—l:: fren ﬂi;lrt\mt[rnpimi
+ bahwa bung dengan pertl u & dlates, mais pe: gmaters-tangeh sepandjang mengene! daerah Daer T Risg,
b .nbsﬂlntmn e OpLal BuaaLaya Tengah jang Lana c-r- erin tingkat T Diambi dan Daceah tingkat T Sumatsracbarat, sets
#ebut sub & diatas perlu ditjabut un diganti

et berlakunja Tndang-Tndang Darurat inl mendjadl milik, y-ugm-
1lan d.nn i:ﬂnn-h-l:m Daerah tingkat I m-n. Daerah tinch

5 ym: T Sumatera-Barat dan karenanja mm hal
ol \mtuk nl.md ntnj masing=

sasing 1nl wad)id dan harus membsjar segala tagihan-tagihan jang

pemerintah dasrah Propinsi Susatera-Ten dahulu belum dapat

dengan
aturan pembentukan ketigs daerah swatantra tingkat T t-l'ul-le-
sud sub a diatasj
o 'hlhn berhubung dengan keadasn jeng mendesak pembentukan
aerah-dasral n-tnntu tingkat I tersebut huin damalu,
p-rl\a dilekukan dengen Tndang=undang Darurat,

Mengingat 1 1. Pasal-pasal 96, 131 dan 1,2 Undang-undang Dasar Semantars
Republik Tndonesiag
2. Undang-undang Weo.l tahun 1957 tentang pokol -thok pemerin=
tunsn dasran (Lembaran Hegsra tanun 1357 Ho ssbagaimana
telan diubah dengan Undang-unds Darurat Ho.b tahan 1957
~ (Leabsran Hegars tahun 1357 Ho.9);

suliten-kesulitan jeng timbul sebagai akibat pelakssnasn keten-
an-ketentuan dimeksud dalem ajst tl.] dan {2) diputus n:l.eh Mentert
am Hegeri.
Mendengar 1 Dewan ¥enteri dalam rapatnjs tenggsl 7 Agustus 1957;

Pasal 13.

bet-slibet keusngan jeng timbul karens pembuberan dasrah Propinsi
engah dan 4 't I Bumsters-
aret, }um dan Djambi ini, diselesalkan oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB VI.
EETENTUAN PENTTITF.

MEMUTTUOSRKAN:

1, Mentjsbut : Femerintah el dang Ho.h tahun 1950
tentang pesbentukan Propinsl Sumaters Tengah.

2. Menetapkan: UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH
SWATARTRA TINGRAT T SUMATERA BARAT, DJAMBI DAN RIAT.

Pasal

BaB I.

tentusn Umom, Undeng-Undang Darurat ini dinamekan "Jndang-Updang Darurat tontlns
e :onhmtum Daersh tingkat I Sumatera-Earat, Djambi dan Rimu™.
gaas) 1, Pasal 15.

Undsng-Undang Derurst ini mulsi berlalku peda hari diundsngicsn.
%ﬂ’l]l -nup orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengun-
g

{1) Propinsi Tengah dalen
Ko.lp tabun 1950 dlbubarkan
dan m.nimi“'hu-g mendjedl ti mmm, uAtak mane di-
bentuk nan dangan
nama dan Datas-patas ssbagal ey

dang Darurat ini dengan pesnempatan delam Lembaran
& Republik Imnuu.

Ditetapkan di Denpasar
pads tanggal 9 Agustus 1957.
2

{SANOEST BERDIADTIATA)

LEMBARAN NEGARA NO,75,TAHUN 1957,

Bagian awal dan akhir dari Undang—undang Darurat Namor 19
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat |
Sumatera Barat, Jambi dan Riau,

9 Agustus 1957
ANRI: Sekretariat Kabinet UU Darurat 154
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Pelantikan Mr. S.M. Amin sebagai Gubernur/Kepala Daerah
Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor
258/M/1958, tanggal 27 Februari 1958, oleh Menteri Dalam
Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman,
di Tanjung Pinang
5 Maret 1958
ANRI: Kementerian Penerangan Sumatera Utara
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Presiden Soekarno memeriksa barisan kehormatan
setibanya di lapangan terbang di Tanjung Pinang,
6 September 19509.

ANRI: Kempen 02/C/4-59

i e
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Presiden Soekarno dan para pembesar Riau di ruang utama
Gubernur Riau di Tanjung Pinang, dalam acara kunjungan
Presiden Rl Soekarno ke Riau.

6 September 1959
ANRI: Kempen K 590906 EE 12
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Gedung Radio Republik Indonesia (RRI) di Tanjung Pinang,
20 Januari 1964.
ANRI: Kempen 64-968

i =
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Teleks warga Riau kepada Wakil Perdana Menteri Sri Sultan
Hamengku Buwono IX tentang permohonan pencalonan
T. Arief, SH untuk duduk dalam Kabinet RlI,

9 April 1966.

ANRI: Wakil Perdana Menteri Bidang Ekonomi Keuangan dan
Pembangunan 0014
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBENTUKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN Y ANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

\lmunhmg
bahwa berhubung dengan pesamnya perkembangan dan k j Provinsi Riau,
terutama  di wilayah Kepulaan Riau yang In.l.akn}a sangal strategis serta adanya
aspirasi  vang  berkemb dalam pand. pcr]u ingkatkan
koordinasi pumn.klggaman I intak pelal dan
e 1 guna jamin perkemb A o . PR

pada masa mn:ndm.mg:

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan kemampuan
ekonomi, potensi daerah. sosial budaya. sosial politik, jumlah penduduk. luas daerah.
dan pertimbangan lainnya di Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupat
Kepulauan Rian, Kota Batam, dan Kota lanjlmg I’m:mg_ serta mclungkal.m'l beban
tugas dan volume kerja di bidang | dan | katan
di Provinsi Riau perlu dibentuk Provinsi Kepulauan Riau;

c. bahwa pembentukan l’rovum lxcpulam.n Riau akan dapat mendorong peningkatan
pelayanan di bidang | dan k 1 memberikan
kemampuan  dalam pcmmrl‘mm p01c|1s1 daerah untuk mcn}almgnmkm otonomi
daerah dengan memperpendek rentang kendali dan meningkatkan stabilitas nasional
serta untuk perkokoh persatuan dan kesat bangsa dalam rangka memelihara
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d. bahwa sesuai dengan butir a, b, dan ¢ serta berdasarkan Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang P intal Daerah, pembentukan Provinsi Kepulauan Riau
hanus ditetapkan dengan undang- undang;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabuy dalam lingk Propinsi Sumat Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25),

3. Undang-undang Damurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerab-daerah
Swatantra Tingkat [ Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1957 Nomor 75);

4. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat
Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerab-daerah Swatantra Tingkat 1
Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 73), sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

5. Undang-undang Nomor 4 Tah 1999 tentang Susinan dan Kedudukan Majelis
Permusyvawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakvat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3839);

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah  Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

Bagian awal dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002
tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau
25 Oktober 2002
ANRI: Jaringan Dokumentasi Hukum Indonesia
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Surat kepada Residen Palembang tentang perjanjian pemberian
Pulau Natuna dan pulau Boengoeran ke dalam Kerajaan Riau
termasuk di dalamnya rencana anggaran dan alasan keamanan,
26 Maret 1856.

ANRI: Riouw 98
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Surat Residen Riau kepada Sultan Soeleiman Badroel Alam Sjah,
Sultan Lingga mengenai berita wafatnya Tengkoe Daud bin
Sultan Abdolrahman Sjah,

26 Oktober 1882.

ANRI: Riouw 223/12
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Stempel onderkoning van Riouw
Yang Dipertuan Muda Raja Muhammad Yusuf bin Raja Ali,
tahun 1890 (1274 H)
ANRI: Riouw 223.5
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Stempel Sultan van Lingga Riouw en onderhoorigheden
Sultan Abdurrahman,
tahun 1890
ANRI: Riouw 223.10
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o 988/a/a=2/r menghubnnei bwt tel 4211-1947 no 985/ a=2/r

dikirim lagi lepoda pt kwt dari kklk riau shb
tgl 15-10-1247 sore tgsamak “tih terdjadi’ tembak manembalk
djam 3 dgn sebush kpl pransg bBld Tp 127 vtk pilhalk
belands mempergoennken semapsn mesin berat
Eiy_w_u 1 djam ¥tk kerngisn dipihek musuh balun

dfetabui ttk kerugisn dipihak kita
Q E g, Forban manusia tidsi ada r-
| b, kerusakan haria bends $8k diua pertama kahtor
mfw pabsan pel jg baru rusak fapi masih bisa, didi-
k ami kegus rumah? penduduk benjslk kena. pelor

b TG ]
getelahnin mensmbaki tgzsamak kpl pr 4sb meneruskan pembadjekarmie
ke slpsndjang ttk djsm 8 malan hardi Atu djuga Kembali lagl tesapl
tambek menembak tidelk terdjudi ttk sslandjutnja kpl tembilahen
mengwtian tgl 22-10-1947 gbb ftk dua gerakan blokkade bld semang
k¥in hebat sehinges dlm bl 10 %1h leblh kursng 40 ootorZbsot Jg
ditungkapinia dan digandeng ke tgpinsng sebagian tlh dihuleum ko-
ma terdiri dari indonesis dsn thos kono eegals kenderaan laut
j& skun maswk inderegiri diugs kualatungkal ditembakl den membabi
buta dgn-sendjate berafmeriam dll ttk babis

ksp djaw kepol neg Tjab sum =
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1 (5,- / e .
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Telegram dari Kepolisian Negara Cabang Sumatera tentang
Agresi Belanda di Tembilahan, Riau
4 November 1947.
ANRI: Kepolisian Negara 535
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< kopra dollar

fard Iskanbaru No TOT/:=/r tgl 11-3-A8
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bard Jukanbaru o 1042/a2/0 tsl 10-3-48
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Disalin semial dencan salinja

Toad)te )

Telegram Kepala Kepolisian Negara
mengenai situasi keadaan di wilayah Riau
9 — 14 Maret 1948.

ANRI: Delegasi Indonesia 436
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: i : Kﬂ .r'Mﬁ'ﬂg/ia;f
80 0121 8D PAKABARGE 5D = KANTOR DELEGAST : %&Mﬁ

611 175/166 5 15.0 PEROCKBINGAN THDONISIA BELANDA F- el o
JOGIAKARTA » Lt

NO 261/LrD/ i MUNURUY LAPURAN DART KTURANG 3 BENGKALTS 0% 20/6-48 A
DIAM 14505 SBH KPL 16 DIKNIS RR DATAN DARY TANDIUHOOAMAK MASUK KEPER-
ATRAN KITA SLEANDIANG MENUDJU XBARAN TANDJUNGKONGIONG KOMA SEGAGATHIA
DIMIKA PERTARANAN KYTA SLPANDIANG KPL 153 MPMRDGA OBH TONGKANG DAN DI
LEPASKAMNTA KIMBALT HOMA DIARAK DART PANTAT SLPANDIANG IX 70 METER 77X

TGL 22/6-48 DIAM 01,00 GBI KPL MGIH DIEHIS BR DATANG DART YANDIUNGKONG-
KONG DAN MINDAR MANUTR DDMUKA SLPAMDIANG 3 ALY KOMA KEMUDIAN KPL 5B
BUBERAPA KAMSALT KEARAY TANLJUNGKONGKONO KOMA DIARAK. DART PANTAT 1X 20
METER T'K 0L 22/6-48 DAl 08,10 SEBUAH KAPAL TERBANG DATANG DART “Tilli-
LAUT WERUDJY KEBARATLADT XOMA TINGGIHSA LK 3000 MT TTK DJAM 09,30 SEBUAR
KAPAL MUSUH DJENIS RR DATANG DART TANDJUNGKONCZONG MURDIT KOAAN TAN-
DIUNGRAMAK ROMA SESAMPATNIA DDAMA SLPANDIANG KPL TSB MUDRIGEA SBH TONG-
KANG TTONGHOA KEMUDIAN DILSPABKAINIA KOMA DIARAK DART PANTAT 1K 1000 METHR
P DIAUL3.10 KVL RP TOB BIBURAPA KBMALT KEARAT TAMDIUNGKONGHONG KOMA
DIARAK LARI PANTAT IX 700 METER TK TRMGAR MOWMAK TIDAX ADA RADTRY

DFD NIaU
6~T- 23.20

Telegram dari Dewan Perwakilan Daerah Riau kepada Kantor
Delegasi Perundingan Indonesia-Belanda di Yogyakarta tentang
agresi sebuah kapal yang datang dari Tanjung Samak masuk ke

perairan menuju Tanjung Kongkong, Kepulauan Riau.
6 Juli 1948.
ANRI: Delegasi Indonesia 551
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itu kpl teb menjeret tevgkang Jang
mm@m‘w E,; koret dan lein ~ebagainja.

| oTF AIGKAZEN BASAT
aTar UMUM 1X

Laporan Staf Umum Il Markas Besar Tentara Nasional Indonesia
tentang penyerangan terhadap pelabuhan Riau yang dihujani
tembakan—-tembakan mortier dan senjata—senjata berat dari

kapal perang Belanda,
10 Juli 1948.
ANRI: Delegasi Indonesia 552
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Laporan dari Gubernur Militer Daerah Riau RM. Oetojo
No 245/Ras kepada Ketua PDRI (Pemerintahan Darurat Republik
Indonesia) tentang situasi militer, pemerintahan, perbekalan dan
pertanian di Daerah Riau,
6 Mei 1949.
ANRI: PDRI 147
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Telegram Ketua PDRI (Pemerintahan Darurat Republik
Indonesia) kepada Gubernur Militer Aceh, Sumatera Barat, Riau,
Sumatera Selatan dan Wakil Gubernur Militer Tapanuli tentang

permintaan pengiriman daftar tempat-tempat yang diduduki
Belanda sebelum dan sesudah 7 Mei 1949,
24 Mei 1949.
ANRI: PDRI No 36
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"BERITA ATJARA TIMBANG TERIMA"

@'q Berdasarkan Keputusan Menteri p tahanan no.{ MP/A/150,/5l,
tanggzal: 22 Maret 195l;, maka pada tangal Dua April Seribn sembllan-
ratus Limapuluh Empat, bertempat di Kementerian Pertahanan, Jang bap-
tanda tangan dibawsh ini ;

= l. Kepala Staf Angketan Darat, pada fihak pertama.
= 2« Kepala Staf Angkatan Laut, pada fihalk kedua.

$elah mangadakan timbang-tsrima dencan kstantuan bahwa ;

= ls Fihak pertama men jerahkan pimfximm serta pertanggungan-djawab
territoriaal (territoriaal-behesr) atas daerah Kabupaten Kepu-
lavan Riau kepada Pihalk kedua,
Flhak kedua menerime pimplnan serta pertangsungan-~djawvab terpi-
toriagl (::Pvitoriaal-iye.hmerj atas dasrah Kabupaten Kapulauan
Rlaun dari fihak pertana.

Timbang-terima int dilakukan dihadapan JeM. Menteri Per-
tahanan serta para Peruyira2 Angkatan Darat, Laut dan Udara,

Demlkian berita atjara timbang-terima ini diperbuat de-
nZan sssungguhnja mengingat sumpah Tentara.

Berlta atjara timbang-terima inl dibuat dalanm rangkap
sepuluh dan disampaikan kepada s :

» 1. P.J.M. Prosliden ReT.

2e M Pordane Menteri, -
3. . Mentsrl Pertahsnan, -

Menteri Perhub LHgan.
» Kepala Staf Angkatan Darat, .
Kepala Staf Angkatan Laut,, .
Kepala sbaf Angkatan Udara. v

v

Djakarta, tgl.: 2 April 155}

Fihak ke=dua : ‘Fihak pertama ;
Kepala Staf Angkatan Laut,

( Re SOEBIJAKTO )
Laksamana-~Muda

Menge tahul 3
Menteri Pertahanap

Fy

Surat Kementerian Pertahanan kepada Presiden RI
tentang berita acara timbang terima penyerahan kekuasaa?
militer dari Kepala Staf Angkatan Darat kepada Kepala Sta
Angkatan Laut atas daerah Kepulaqan Anambas,Natuna dan
Kepulauan Riau
2 April 1954.
ANRI: Kabinet Presiden 872
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RENTJANA "DEWAN BANTENG" UNTUK J/
MEREBUT KABUPATER KEP.RIAU 2G:PINAKG.

¢ Sebagaimann kita ketshul bahws satu2-mja Kabupatenm di
dserah Riau jeng belum dapet dikuasai cleh Dewab Banteng
ialah Kabupaten Kepulsuan Risu,jang ibu kotanja Tg:Pimang

Tidak dapat dikuasainja oleh Dewam Banteng daerah Kepu-
lsuan ini karema dia terdiri dari pulau? jang tersebar
dilautan Karimata, jeng merupakan suatu benteng alam jg
membatasi aatara heberaps muara Sumgal di Sumstera terus
tama muara2 sungai jang ada di Riamu daratan dgn 8'pore.

0Oleh karens Kepulanan Risu ini tidak dapot dikuasai o-
leh Dewan Banteng, makz dengan sendirimja Kepulausm ini-
lah satu2-nja Febupatem didaersh Riau jeng tunduk lang-
sung kepada Pemsrintah Pusat R.l, dan kebetulan puls Tem-
tars jang menguasal daerah ini ialah AIRI.

esnakan Kepulauan Risu ini satu2-nja Kabupaten jang
SundeR hopnds Pem.Pasat HI, makm disini puls memberikan
kemungkimmn? jang besar dan terbaik bagl Pem.Pusat RT un—
tuk mendjadikan Kepulsusn ini suatu "BASIS PLRTAHANAN",
untuk melantjarkan sesuntu taxtik dan aksi guna melumpuh
Xan kekuatan kaum pemberontak jang ada di Sum.Barat itug
baik dari segi operatief Militer maupun dari segl ecomo-
mi.

Karens dari Tandjung Pinang inl eengat sekall mudahnja
untuk memblokade kapnl2 jang datang dam ke Singapore, dan
dari Tandjung Pinang ikl esngat mudah menjalurkae bantu=
an longsung kedaepah Risu daratan, melalui perairanZ jg
ada disana.

Letak jang strategies bagi Tandjung Pimang jang dipan—
dang dari djurusan Militer dan economie m dapat ai
mengerti dan dirasakon PEFTINGNJA oleh Dewan Buntenge. O-
leh karena itu diachir2 ini komplotan pemberontak Dewan
Benteng berusahs dgn giatnja untuk mentjaplok Tg-Pinang
dengan melalui berbagai~bagai djalan, Djalanz jang di
tempuh oleh mereka itu ialah:

1, Meinstruksikan kepada Bupati Rakanadal jan untuk men-
dekati Overste ALRI Simandjuntak,

2. Mengirimkan tenaga? veteran dari Sum.Barat ke Tandjung
Pinang umm“goa o s Jang ditempatkan nmlj-a!.
petaniz disepandjang djalan antara Tg:Pinang dengan
Kidjangs Dan &idalam rombongan imi terdapat beberapa
orang opsir jang tadinja memang actief,

3. Mangirimkan "kaki-tangamnja®" jang menjamar sebagal pe-
dagang antara Indragiri,Pakanbaru dgn TgiPinang,

rmpym:
tang bungan balk emtara Overste Simandjuntak dgm
memang i

[T3

Bupati Rakamadal jan ini dak usah diragukan lagi,
bahkan mennrut desas-desus jang ada,0Overste Simandjumtek
ini sering tidak menjadari melakukesn taktik aldslsm se=-

, suatu tindakan, didektekan oleh pendapatZ jeng bersum =

. ber dari lunt! Rakanadal jan imi.

t ga dengan 1tu banjak Icplll? Djartu,ponhz Rake

sendiri
suatu ketjuri, kepada Overste Simandjuntak ini selaku
Koumsndo Maritiem Daerah Rimus
lagi setelah ada suatu bisikan jang amat rahasia

| sekali jang mengatakan bahwe Overste Simand juntak ini
telah pernah bsrbitjara "EMPAT MATA" dengan

o

dengan Achmad Husein sewaktu dia masih actief, dimalah
setu tempat di kota Pakanbaru, dibeberapa bular jg lalus

Mengenal pengiriman tenaga veteram ke Tg:Pinang kota
dsn Kidjang itu, dimakeudkan bahwa tenaga veteranm ini me
rupekan suatu tenzga infiltrasi kekuastan orang,jang aksn
melakukan perebutan kekuasaan dengon tjara kekerasan ter
hadap Pemerintahan 41 Tg:Pinang. Send jate mereka ini a~
kan didatangken dsei Singqur- dgn melalu Maskapai Bau=
xit jang ada di Kidjang itus

Untuk meaanam pengaruh setjara berbisik kepads Rakjat,
menghubungi orang2-nja jang ada disegenap Djawatan, ser=
ta menjampaiken inetrukei? rohasia-nja kepada tenaga
tjodangannja (veteran), maka mereka senantiansa mengirime
kan kaki tangacnja jang menjamar sebagai pedegang kelome
tong antara Riau daratan dengan Tgipineng.

mgg&; mmmgeg mu,g&%- ot
pal selu pe#slapand mereka disegensp djurusan
telah rampung dan memungkinken, maka disanalah
lcu.; memulai aksinjas o i o T e
« Merebut kekuasean sipil dsri Residen,kemud:
an kepnda Bupatirakanadal jan, pgl it L
2. Mersbut dan menguasai lapangan udara,

Didalam rentjans mereks ini m kita dapat
rapkan tenaga ALRI jang akan l&‘:?:‘::?m tu:g:.ga:-gg:-
sekuat-kuatnja, Tetapi besrkenaan dgn adanja "hubungan -
::i:"u::tu;r;jzgzﬁ m;kmud:lj:n dgn Overete Simandjuntak
. #

ue;:atu i e t:mjal: segala kemungkinan itu menimbullam

rena seandainja benar 2pa jang mendjadi b:
Jong mengatakean antara hchmad éulfh“d‘;inshuium e
lah 2da suatu under-standing, maka tidak dapat dimungkiri
lagi, sekedjap waktu sadja seluruh Kepulauan Rimu 1tg
kar djatuh ketangan klik kauy Pemberontak Husein,.

Untuk menghindarkan terdjadinje t
me kita ingieil, maka saja gerpugda;::“? s e

1. Femer: ndahkan
B ————
| el s e it

3a :1:,;::;:5;;;:%5‘:605 tenaga? veteran j:ng bcrun:‘

4o ﬂclakm;n;:::rg;:ia&agar:: Es?;.m;pinja kepada se-

5. Henatuskan segaia pernabansad dan peonba esLasials |

i
::n;::'n Riau daratan dengan Kep.Riau,chususnjs fgePi-

6, Menempatkan pasukan MOBRIG unga Pinang
didatangkan dari Djawa, e i . AR
Demikianlah hal ini saja sampaikan kepada p.t
aarkan he‘nerapg keterangan jg =aja pard::nt Lrg‘:r:;:g‘-
Jang baru datang dari Tand jung Pinang.-
Hormat saja,

g
MeZain Busrie.- %

Laporan M. Zain Busrie tentang rencana Dewan Banteng untuk
merebut Kabupaten Kapulauan Riau, Tanjung Pinang,

19 Februari 1958.
ANRI: Kabinet Presiden RI 2123




aut. Bolitar Eepulausn Risu,
Mardtte

an/portolongan guna meringankan penderitasn para korban
ot u.a alaw Gi Kepuliven Hex chuan =n;|s dan diseluruh Indons—
a0 barsng? olsh Pani-

o Ee
‘11 neAguned i et s g e 45'2 dalai
jeat iod dapab Gjugs dikemicaken bsberaps pearistive p = . .
d S trivulan ke-T ta
e Buntuan ke Pakanbarn -(bulan
I. POTIFI gl i 15
1, Pemerdntahan :
Porigtiva poliils jan: terdjadi dalss triwmilen ke-I talus 1962
Salah pelantiian W x.eua IPHD Swatentra 'nu—
pada tan

De
‘talah :lelesn:. &adakan retooling, bad
:'1 \,uh l[aria"l mnalmu :usma.m

man i

35 :
e Sapadaan 1 n a spulau
follow s Trate |

‘*\Nar. ..u 7/1;0&;» .sr' n huflg
Featonsl ixu.III/j/OUZO/al g & 11
nius e

il Eula u Panguasa Ikn‘u""mt

G Al Xed. Al

i oleh 40 orang Biﬂwa, “ondive dnst xupum/wmu Tias
mtan/mnm dan Pauon, Tris %z1.1 Pebruard
1962 dan Gapst berdj (EyTe nohirn jagy
ditutup peda ts1.5 April 1962,

Orpunigssi Pertanansn Sipil,

Bahwe pmr\.manzm Negara Zat Par-
tahanan Hakjaty dimsna potensi + mem paranan
dalan penjuaunan ?G gn i ah, ber—

Dt er 1961 NosL0=225=1
tantang pelakasnaan Organisasi Portshanan Sipil dan tals-
oo ESAT 4 mlmi“srr—‘“—%- Gianden Kodamar I selaku

Bengunsa Durarat Hiliter Daem em telal Dengiostroy
ksdican dsngan Instruksi Ho.2 tabun 1962 6:1.3 Pebruard —
1952. Un Ak s s o

Laporan Komandan Daerah Maritim ||
Penguasa Darurat Militer Daerah Maritim Kepulauan Riau
tentang penguasaan keadaan bahaya daerah maritim Kepulauan
Riau selama triwulan ke | tahun 1962,
10 April 1962
ANRI: Angkatan Laut 124
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Laporan singkat Residen Riau mengenai perdagangan ekspor
dan impor dari Pulau Batam.
Agustus 1853
ANRI: Riouw 65
(Besluit Resident van Riouw 2 Juli 1853 No.3)
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15, Eemenbcrisn Talem Neaorl Saplen Doscobreliaasi.

14. Dircksl Donm Pensiun 0 Josjeokerte

15, kil Direksi Done Ferslon Indonssla dt Bnadunss

16. Djawatan Ferbondahorson doa Knsg Hegerl.

17, gonug Kontor Pusnt Porhendaharanm,

18, Senua ¥oator Foogewss can Toto Usohs Kea Wescrl,

19, Senun Enntor Kap s, bt

B0, Basina Porocnensizann b Eounhgan,

zl. Bagien Pombukuan don Pero an Yemcnterin Feunncan,
Baginn Pusnb Foraaskean usan Ancgrron dan KOs,

Sern kopels Insocksi Kcucns'nn. v

dom srat-Eeputusan

ini untok diketahul dan acpors=
Tono’ dioiatiie kapada

Dircitur Kabinet Prosiden.

2. dckrctaris Pordens Monterl,

3. Sckretoris Dowan Mentori

4. Hckroterls Dewan Forwnkilen Relejnt,

5. Schun Eamenberian.

&, Tewnn Fongnwns Povancan di Bogos

7. vokil Dowan Poneawas Beunnsan Al Togjskaria.

8. Sepun Guberaur ru. D awe, BumnLra, "_alhmntnr\,'\llﬂNCSL.mlw #
dan Sne an-Tt 11

€, Thassurir Djenderal.

mlo Knatoe Oriean Pogawals

11. Fopela Djoweban Pordjelannn.- 1r,\.- Wﬂ

BURDEL
12. Eantor Pusat

Sesusi dengan surat-KEpUTUSAD CeroeOUt:

Rim. MRITIRT KEILTRON

KABINET pResiney

(1, X, Seubari).

Surat Keputusan Menteri Keuangan
tentang penyelenggaraan tata usaha keuangan daerah otonom
Sumatera Tengah dan Kabupaten Riau,
24 Juni 1953.
ANRI: Kabinet Presiden 861
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A Bee Mo Seuberi

Surat dari Menteri Keuangan RI
tentang penyelesaian pengeluaran dan penerimaan
Straits Dollar di daerah Riau,
23 Juni 1954.
ANRI: Kabinet Presiden 343
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TINDAZAN wntule @iketshud dan
eperlunjn’ disarpdikan kepade

1. Dirextur Babinet Preciden.
2. Selretoris Perdana Mentefi.
. bekretariz Dawsh Merteri
Selretaria
Serma Kementerisn.
Deowan Pongewas Heaangan,
7i Bemua Guvevmer o Disua, Sumstrs, Kallmenten, Sulowesi,
Jaluka dse Junds Ket i
8. Thesgarlr Djenderal.
9. Kepsls Kentor Uruoen Fegowsls
Kspsls Djawatasn Fendjolenarn.
Kepala Djswasan F,7.7, di Bendung.
Kﬂnercur'ian Snlam Hezeri.

Finzamas dan Tate Tsahe
Hiege s JBembant,
. Perbendeharaan Kementerlen Keusnean
ih Pembyumor dun PeeriKosan Anggsrin Kementertan
Keuaraan.
. Buglon Puast Parengkesn Keuangen, Urdsen Anggersn dan Ko
e 41 Tendjons Pizens.

n peerdjasn kesehatan

ulanen 3ien

Surat Kepala Jawatan Perbendaharaan dan Kas Negeri kepada
Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Tanjung Pinang tentang
penyerahan pekerjaan tata usaha keuangan Kabupaten Riau
terhitung mulai tanggal 1 Juli 1953.

9 Juni 1953

ANRI: Kabinet Presiden 862
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PRESIDEN
REFPUBLIK INDONESI&
FERATURAN PEMERINTAM FENGGANTI UNDANG-URDANG
¥0. 2gTARTN 1959
TANG

DASAR FERHITUNGAN MALAYAN-DOLLAR UNTUK MELAKTRAN TARIP PADJAK-PADIAK
KEGARA DIDARRAH KEPULAUAN RIAU.

———

PRESIDER REPUELIK IFDOFESTIA,

Menimbeng ¢ 1. bakwe perlu menetapkan peraturzn tentang "Dagar
perhitungan Malayan Doller untul malslukas ‘tarlp
pod jak-pad jak Nagara didoerah Kepulauan Riau" ;
2. bahwa karene keadaan Jeng memaken hal-hal ‘tersebut
perlu diatur dengan gegers dengon Peraturan Pemerintah
Pangganti Unﬂlmg—trnd&ng H

Mengingat 3 gasal 23 ajat (2) juncto pasal 22 ajat (1) Undang-Undang
aser

Mendengar 3 Menteri Eauangan

MEEUTUBEAN
Henetapksn 1

FERAIURAR PEMERINTAH PERGGANTI UNDANG-UNDANG TERTANG
DASAR EERHITUGGAR MATATAN-DOLIAR UNTUL MELAKUEAR TARTE
PADSJAK-PATJAE NEGARA DIDAFRAN KEFUTAUAN RIAU.

Posal 1.

Dasar perhitungan Malayan-Tollar untuk melakukan tardip padjak-
Padjek Wegsra didserah Kepulsuan Risu berbunji sebagei beriloat i

Untuk melakukan tarip semus padjuk Negara jang dinjataken dalem
Rupiah, maka berhubung dengan berlakunja an=Doller dideerah
Eepulauen Riau, kepnda Menteri Eeuangan diberilkan WEWENang guna meng=
tapkan bagl masing-masing padjek Negars bersangkutan, desar perhitung-
&n mengensi mate-uang jeng berlaku didserah itu,

Pamal 2,

Peraturan Pemerintsh Pengganti Undang=Undeng ini mulai berlaku
pada hardi divndangken, dan untulk rertema kalil dilekukan pads tanggal
}glgéanuari 1960 mtau untuk pengenasn Padjak tehun talewim/tohun padjak

AgBET setiap orang dapat mengetohuinjis, memerintohkan Tengundangen
FPeratursn Pemsrintah Fenggonti Undang-Undang ini dengan penempatan da—
lam Lembaran Negara Republik Indonesis.

Ditetepkan di @ Djckarin |
J]mda tanggal 3 21 Degember 1959.

_{;jmsmn REPUBLIE INDONESIA,

Diundangken di Djekarta SURARNO.
pada 21 “ezenber 1950 °
MEFTERI MUDA ESZAKTIEAR,

J0.

LEMBARAN NEGARA N0 ,1L5 TAHUN 1959.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 28
Tahun 1959 tentang Dasar perhitungan Malayan — Dollar untuk
melakukan tarif pajak-pajak negara di daerah Kepulauan Riau.

21 Desember 1959.
ANRI: Sekretariat Kabinet PERPU 28
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Gedung Bank Negara Indonesia (BNI) di Tanjung Pinang,
20 Januari 1964.
ANRI: Kempen 64-868
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Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal
No 10/A/SK/BKPM/111/1977 tentang prosedur penanganan
aplikasi penanaman modal untuk proyek

yang berlokasi di Pulau Batam.
19 Maret 1977
ANRI.: Sekretariat Wakil Presiden Hamengku Buwono IX 418
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 13 Mel 1996

Nomor B 354  /Pres/ 5 /1986 Kepada Yth.
sifat : Segera
Lampiran : — Sdr. Menteri Negara Penggerak Dana
parihal : Persetujuan penanaman modal Investasi/Ketua BKPM
asing. di
Jakarta

Setelah membaca surat Saudara Menteri MNomor: 381/A.1/1996 tanggal
17 April 1996 perihal di atas, dengan ini kami menyetujui permohonan
penanaman modal asing (100%) dari Nippon SMT Pte. Ltd. - dan Sdr. Naoto
Ishikawa - Jepang yang akan berusaha di bidang industri sub assy dan
komponen elektronika berlokasi di Kawasan Industri Batam Industrial Park,

Muka Kuning, Pulau Batam - Riau, dalam rangka palak g
Penanaman Modal Asing.

Selanjutnya Kantor Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/BKPM
bersama Departemen Perindustrian dan Perdagangan supaya memberi petunjuk-
petunjuk yang diperlukan guna kelancaran usaha tersebut dan mengawasi
pelak ya sesuai d peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

2-;&5517 INDONESIA, At~
I~

SOEHARTO
Tembusan Yth. :

. Menteri Dalam Negeri;

. Menteri Keuangan;

. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

. Gubernur Bank Indonesia;

. Direktur Jenderal Industri Aneka;

" Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri
Pulau Batam.

¥

Persetujuan Penanaman Modal Asing dari NIPPON SMT Pte Ltd
Elektronika dan sdr Naoto Istikawa, Jepang di bidang industri
sub Assy dan komponen elektronika berlokasi di Kawasan
Industrial Park, Muka Kuning, Pulau Batam, Riau
13 Mei 1996
ANRI: Sekretariat Negara/Asisten Administrasi 5024
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REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 13 Mei

: B~ 355 /Pres/ 5 /1996 Kepada Yth.

: Segera
& - 8dr. Menteri Negara Penggerak Dana
- Pe:-ntujum penanaman modal Investasi/Ketua BKPM
asing.
di -

Jakarta

Setelah membaca surat Saudara Menteri MNomor: 394/A. |f1990 tanggal 18
April 1996 perihal di atas, gan ini kami yetujui per 1 penanaman
modal asing (100%) dari Magano Drilube Singapore Pte. Ltd. — Einoapura dan
Sdr. Tsuneo Iguchi — Jepang yang akan berusaha di bidang industri pelapisan
logam, berlokasi di Kawasan Industri Batam In:i.lstriai Park. Muka Kuning,
Pu':w Batam - Riau, dalam rangka pe Undang g F Modal
Asing

Selanjutnya Kantor Menteri Megara Penggerak Dana Investasi/BKPM
bersama Departemen Perindustrian dan Perdagangan supaya memberikan
netmjuk—pntmjuk yang diperlukan guna kelancaran usaha tersebut dan
i g i pel nya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang

F

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

% ntsmysuux INDONESIA, A~
)_Z’é’i—

SO0OEHARTO
Tembusan Yth. :

. Menteri Dalam Negeri;

« Menteri Keuangan;

. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

- Gubernur Bank Indonesia;

- Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin dan Kimia;

. I;::m Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau
am.

7

Persetujuan Penanaman Modal Asing dari Nagano Drilube
Singpura Pte Ltd Singapura dan sdr Tsuneo Iguchi Jepang di
bidang industri pelapisan baja berlokasi di kawasan industri

Batam Industrial Park, Muka Kuning,
Pulau Batam, Kepulauan Riau
13 Mei 1996
ANRI: Sekretariat Negara/Asisten Administrasi 5205
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 20 Mei

Nomor t B- 373 /Pres/ 5 /1996 Kepada Yth.
Sifat : Segera
Lampiran : — Sdr. Menteri Megara Penggerak Dana
Perihal : Persetujuan penanaman modal Investasi/Ketua BKPM
asing. di -
Jakarta

Setelah membaca surat Saudara Menteri Momor: 338/A.1/1996 tanggal
2 April 199 perihal di atas, dengan ini kami menyetujui permohonan
penanaman modal asing (100%) dari Sdr. Lim Wee Beng Eddie dan Sdr. Koh Bee
Lian - Singapura yang akan berusaha di bidang jasa akomodasi (hotel &
cottage), jasa rekreasi dan wisata tirta, berlokasi di Kabupaten Kepulauan
Riau - Riau (harus sesuai dengan RUTR/RDTR deerah setempat), dalam rangka
pelaksanaan Undang-Undang Penanaman Modal Asing.

Selanjutnya Kantor Menteri Megara Penggerak Dana Investasi/BKPM
bersama Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi supaya memberi
petunjuk-petunjuk yang diperlukan guna kelancaran ussha tersebut dan
z:m_lga:asi pelaksanaannya sesuai dengan peraturan  perundang-undangan yang

rlaku.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

5”“7; g

SOEHARTO
Tembusan Yth. ;

. Menteri Dalam Negeri;

« Menteri Keuangan;

. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN:

+ Gubernur Bank Indonesia;

« Direktur Jenderal Pariwisata.

Persetujuan Penanaman Modal Asing dari Sdr Lim Wee Beng
Eddie dan sdr Koh Bee Lian Singapura di bidang jasa akomodasi
hotel dan cottage, jasa rekreasi dan wisata tirta berlokasi di
Kabupaten Kepulauan Riau.

20 Mei 1996
ANRI: Sekretariat Negara/Asisten Administrasi 5042
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 12 Juni 1996

: B- 4320 /Pres/ g /1996 Kepada Yth.
Segera

g = Sdr. Menteri Negara Penggerak
: Persetujuan penanaman modal Dana Investasi/Ketua BXPM
asing. di
Jakarta

Setelah membaca surat Saudara Menteri Momor: 510/A.1/1996 tanggal 29
Mei 1996 perihal di atas, dengan ini kami menyetujui permochonan penanaman
modal asing (100%) dari Ang Sin Liu Shipyard Pte. Ltd. dan Sdr. Ang Sin
Liu - Singapura yang akan berusaha di bidang industri tongkang dan
pemeliharaan/perbaikan kapal berlokasi di Kawasan Industri Tanjung
Uncang, Pulau Batam - Riau dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penanaman
Modal Asing.

Selanjutnya Kantor Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/BKPM
bersama Departemen Perindustrian dan Perdagangan supaya memberi petunjuk-
petunjuk yang diperlukan guna kelancaran usaha tersebut dan mengawasi
pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

ES PRESIDEN INDONESIA, %‘-
Vi

SOEHARTO
Tembusan Yth.:

. Menteri Dalam Negeri;

. Menteri Keuangan;

. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

. Gubernur Bank Indonesia;

. Direktur Jenderal Indusiri Logam, Mesin dan Kimia;

. Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.

/

—

Persetujuan penanaman modal Asing dari Ang Sin Liu Shipyard
Pte Ltd dan Sdr. Ang Sin Liu, Singapura di bidang industri
tongkang dan pemeliharaan perbaikan kapal berlokasi di

kawasan industri Tanjung Uncang Pulau Batam, Riau.
12 Juni 1996
ANRI: Sekretariat Negara/Asisten Administrasi 5088
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Kontrak tertutup antara Raja Abdul Rachman Moatlam Sjah,
Sultan Lingga Riouw dan wilayah sekitarnya dengan Tengkoe
Ismail, Poetra Radja Abdul Rachman Moatlam Sjah, Sultan
Lingga yang tinggal di Penjingat mengenai kontrak penggalian
pertambangan timah selama 28 tahun di Pulau Batam,

13 Desember 1909
ANRI: Mijnwezen 05 Contrak M 494/21 Des 1909
(Besluit Resident van Riouw 13 Desember 1909 No. 356)
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Pengangkutan tambang timah di Pulau Singkep, Riau.
+ 1930
ANRI: KIT 0492-086

Citra Kepulauan Riau dalam Arsip




Alat transportasi (Lokomotif Pembawa Barang) hasil tambang
timah di Pulau Singkep, Kepulauan Riau.
+ 1930
ANRI: KIT 0492-004

i =
Citra Kepulauan Riau dalam Arsip




Alat transportasi kabelbaan di pertambangan bauksit dan kabel
listrik yang melintas di Kajang sejauh 360 km, Pulau Bintan,
Kepulauan Riau.

+ 1930
ANRI: KIT 0508-038

Citra Kepulauan Riau dalam Arsip m




Alat transportasi membawa uang disertai Polisi pengawal
di pertambangan timah Pulau Singkep, Kepualauan Riau.
+ 1930
ANRI: KIT 0492-006

i o7 |
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Kapal pengeruk dasar sungai/lumpur di Singkep, Kepulauan Riau
+ 1930
ANRI: KIT 0497-062

i =
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Angkutan trambaan di dalam hutan di pertambangan timah
Lintang Muras, Pulau Singkep Riau.
+ 1930
ANRI: KIT 0703-024

Citra Kepulauan Riau dalam Arsip m
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Areal Pelabuhan tambang bauksit, Pulau Bintan.
+ 1930
ANRI: KIT 0508-036
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Kapal pengangkut timah berlabuh di Pulau Singkep,
Kepulauan Riau
+ 1930
ANRI: KIT 0493-078
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Kedatangan pengunjung pertambangan timah
di Dermaga Bingkep Riau
+ 1930
ANRI: KIT 0493-074
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Kereta uap untuk mengangkut orang
di Pulau Singkep, Kepulauan Riau
+ 1930
ANRI: KIT 0493-064
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Komplek pertambangan timah
di Pulau Singkep, Riau
+ 1930
ANRI: KIT 0494-036
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Menara pembor di pertambangan timah
Lembah Serdang, Pulau Singkep, Kepulauan Riau.
+ 1930
ANRI: KIT 0495-022
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Orang-orang yang berkunjung di pertambangan timah
Pulau Singkep, Kepulauan Riau.
+ 1930
ANRI: KIT 0493-082
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Pasukan polisi di tempat penjualan candu di tambang timah
di Dabo, Pulau Singkep, Kepulauan Riau.
+ 1930
ANRI: KIT 0491-052

i o7 |
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Pasukan polisi di tambang timah di Pulau Singkep, Riau.
+ 1930
ANRI: KIT 0491-046
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Polisi Pamong Praja tambang timah Pulau Singkep,
Kepulauan Riau
+ 1930
ANRI: KIT 0491-054
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Suasana bagian dalam laboratorium tambang bauksit,
Kajang Pulau Bintan, Kepulauan Riau.
+ 1930
ANRI: KIT 0506-076

Citra Kepulauan Riau dalam Arsip
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Wanita-wanita Melayu mencuci timah secara tradisional
di Pulau Singkep, Kepulauan Riau.
+ 1930
ANRI: KIT 0500-034

101
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Tambang bauksit di Kijang, Pulau Bintan,
23 September 1948.
ANRI: RVD 80923 EE 54

Citra Kepulauan Riau dalam Arsip
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Surat Perusahaan Negara Tambang Bauksit Indonesia kepada
Badan Pimpinan Umum Perusahaan — perusahaan Tambang
Umum Negara tentang perbaikan Pelabuhan Kajang.

11 Agustus 1961
ANRI: Aneka Tambang 74
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Surat Perusahaan Negara Tambang Bauksit Indonesia kepada
Badan Pimpinan Umum Perusahaan — perusahaan Tambang
Umum Negara tentang pengambilan sample bauksit untuk
proyek alumunium. 17 Juli 1963
ANRI: Aneka Tambang 55
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Kilang minyak di Pulau Sambu, Kepulauan Riau,
20 Januari 1964.
ANRI: Kempen 64-920
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Proyek tambang timah di Tanjung Balai Karimun,
Kepulauan Riau,
20 Januari 1964.
ANRI: Kempen 64-1042
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BATAM

P.T. TAMBANG TIMAH (PERSERO)
PERWAKILAN BATAM
Jalan Kerapu, Batu Ampar 29432

BAGAN ORGANTST (OSMENTARA)
PEIVAKIL AN PP TAMBANG TIN:H (PERSERO) DI P. BATAK

LAMPIRAN 3

Memo Ho. 271727 730 N /A7
Tangpal 23-01-1333

KiPaL..

PR AKTLL -

DM UMM

KPS il

— PRODIIST

ey

TIN/I SCLDER

PENGEMBAHG AT
Us L HA

Bagan organisasi sementara perwakilan
PT Tambang Timah di Pulau Batam.

28 Januari 1988

ANRI: PT Timah 14
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Bagian awal dari Laporan singkat Residen Riau mengenai
pemasukan ampium ke Pulau Batam dengan bantuan orang-
orang Cina.

Juni 1858
ANRI.: Riouw 65/19
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Surat Residen Riau kepada Sultan Lingga
mengenai permintaan laporan kesehatan atas penyakit yang
sedang berjangkit di daerah Lingga termasuk jumlah orang yang
meninggal, sedang terjangkit dan telah sembuh dari penyakit
tersebut, 23 Februari 1878.
ANRI: Riouw 223/16

Citra Kepulauan Riau dalam Arsip
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Salinan surat Residen Riau kepada Sultan Lingga mengenai
permintaan pertolongan dan keikhlasannya untuk membantu
pemerintah Hindia Belanda akibat kerusakan oleh letusan
Gunung Krakatau,

11 September 1883.

ANRI: Riouw 223/11

Citra Kepulauan Riau dalam Arsip 111




Rumah Sakit Umum di Tembilahan, Kepulauan Riau,
14 April 1953.
ANRI: Kempen K 530414 DD 3-4

Citra Kepulauan Riau dalam Arsip 112




Wakil Presiden Mohammad Hatta meninjau balai pengobatan
di Tambelan, Kepulauan Riau,
22 April 1954.
ANRI: Kempen 540422 EE 1
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Citra Kepulauan Riau dalam Arsip



Pelidi
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Citra Kepulauan Riau dalam Arsip




Wakil Presiden Mohammad Hatta dan rombongan sedang
mengunjungi Madrasah Nurul Islam di Tarempa,
Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

20 April 1953.

ANRI: Kempen K 530420 EE 61
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Wakil Presiden Mohammad Hatta mengunjungi Sekolah Taman
Kanak-kanak di Rarempa, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
20 April 1953.

ANRI: Kempen 530420 EE 75

Citra Kepulauan Riau dalam Arsip 116




Gedung Sekolah Teknik Pertama Bagian Perkapalan
di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau
18 Maret 1954.
ANRI: Kempen la

Citra Kepulauan Riau dalam Arsip
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Kunjungan kerja Wakil Presiden Mohammad Hatta di salah satu
Sekolah Rakyat di Midai, Kepulauan Riau
18 April 1954.
ANRI: Kempen K 540418 EE 12
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Citra Kepulauan Riau dalam Arsip




Gedung Sekolah Rakyat yang dikunjungi Wakil Presiden RI
Mohammad Hatta di Serasan, Kepulauan Riau
21 April 1954.
ANRI: Kempen K 540421 EE 2-1

Citra Kepulauan Riau dalam Arsip

11

9



Presiden Soekarno menerima “Sumpah Pelajar”
dari seorang pelajar di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau
6 September 1959.

ANRI: Kempen 590906 EE 2-1

Citra Kepulauan Riau dalam Arsip 120




Suasana pameran buku dengan para pengunjung
di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau
20 Januari 1964.
ANRI: Kempen 64-812

Citra Kepulauan Riau dalam Arsip
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Penerima tamu berpakaian daerah saat pameran buku
di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau
20 Januari 1964.
ANRI: Kempen 64-848
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Citra Kepulauan Riau dalam Arsip
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Citra Kepulauan Riau dalam Arsip




Profil wanita pribumi di Pulau Singkep, Kepulauan Riau.
+ 1930
ANRI: KIT 0494-016

Citra Kepulauan Riau dalam Arsip

124



Profil wanita Melayu dan anaknya di Pulau Singkep,
Kepulauan Riau.
+ 1930
ANRI: KIT 0494-030

Citra Kepulauan Riau dalam Arsip
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Profil pekerja pertambangan timah dan keluarganya
di Pulau Singkep, Kepulauan Riau
+ 1930
ANRI: KIT 0494-022

Citra Kepulauan Riau dalam Arsip 126




Profil pekerja Cina dan Melayu dari pertambangan timah
Pulau Singkep, Kepulauan Riau.
+ 1930
ANRI: KIT 0494-088
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Citra Kepulauan Riau dalam Arsip




Profil juru tulis etnis Cina
di Pulau Sungkat, Kepulauan Riau.
+ 1930
ANRI: KIT 0494-024

Citra Kepulauan Riau dalam Arsip 128




Jajaran pohon Cemara ditepi jalan Tanjung Pinang,
Pulau Bintan, Kepulaun Riau.
+ 1930
ANRI: KIT 0675-017

Citra Kepulauan Riau dalam Arsip

12

9



Jalan raya menuju pusat kota,
Tanjung Pinang Pulau Bintan, Kepulauan Riau.
+ 1930
ANRI: KIT 0767-032
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Citra Kepulauan Riau dalam Arsip




Pantai Pulau Pemuka, Singkep, Kepulauan Riau
+ 1930
ANRI: KIT 0973-070

Citra Kepulauan Riau dalam Arsip 131




Rumah-rumah penduduk di tepi pantai Pulau Penyengat,
Kepulauan Riau,
5 Agustus 1951.
ANRI: Kempen K 510805 EE 28
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Citra Kepulauan Riau dalam Arsip




Bangunan bekas Istana Sultan Riau di Pulau Penyengat,
Kepulauan Riau,
5 Agustus 1951.
ANRI: Kempen K 540805 EE 37

Citra Kepulauan Riau dalam Arsip

13

3



Pangkalan bis dan taksi di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau,
21 April 1953
ANRI.: Kempen 530421 EE 3-1
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Citra Kepulauan Riau dalam Arsip




keqgamaan
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Citra Kepulauan Riau dalam Arsip




Telegram dari Gubernur Militer Riau RM. Oetojo
kepada Kementerian Agama/PDRI (Pemerintahan Darurat
Republik Indonesia) tentang ketetapan puasa.

8 Juni 1949
ANRI: PDRI 175
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Citra Kepulauan Riau dalam Arsip




Masjid Jam’i di Tarempa, Kepulauan Riau,
22 April 1953.
ANRI: Kempen K 530422 EE 1

Citra Kepulauan Riau dalam Arsip
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Masjid Raya di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau
20 Januari 1964.
ANRI: Kempen 64-836

Citra Kepulauan Riau dalam Arsip 138
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DAFTAR ARSIP
CITRA DAERAH KEPULAUAN RIAU

. GEOGRAFI

1.

Citra Kepulauan Riau dalam Arsip

Peta wilayah Riau dan Lingga termasuk Pulau
disekitarnya yang berbatasan dengan Selat Singapura
di bagian utara. 29 Oktober 1830, 1 lembar

ANRI: Riau 73/a

Peta Pulau Singkep, Pulau Lingga, Pulau Bintan, Pulau
Mendol (Residensi Riouw Onderhorigheden), 1924. 1
lembar.

ANRI.: Topografi 1434/Blad 1/80

Peta Pulau Lingga, Pulau Singkep, Penuba, Pulau Pasik,
Pulau Bandahara, Pulau Roesoek Buaya, Pulau Berhala
Tambinalan Indragiri Gaoeng, 1932. 1 lembar.

ANRI: Topografi 1321/Blad17/68

Peta Pulau Singkep, Pulau Linggga, Kepulauan Riouw
Tandjoeng Pinang, Pulau Bintan, Pulau Batam, Tanjung
Balai Tambilahan Malaka (Tanjung Pinang Sumatera),
1934. 1 lembar.

ANRI: Topografi 1403/Blad VI/70

Peta Tanjung Pinang, Pulau Bintan, Pulau Rempang,
Pulau Sedangka, Pulau Tamiang, Kepulauan Riouw
(Tanjung Pinang), 1944. 1 lembar.
ANRI: Topografi 1361/Sheet 33/69

Peta Pulau Tambelan, Riouw Kepulauan, 1945. 1
lembar.
ANRI: Topografi 44/NA/48 SE/5

Peta Niboem, Pulau Bintan, 1946. 1 lembar.
ANRI: Topografi 2270/Sheet 4M/3/120

140




Citra Kepulauan Riau dalam Arsip

8.

Peta Pulau Karimun, 1946. 1 lembar.
ANRI: Topografi 2258/Blad 3L/14/120

PEMERINTAHAN

9.

10.

11.

12.

Kontrak Tertutup antara Resident Riouw dengan
Sulthan Lingga Riouw mengenai penempatan Pejabat
Pemerintah di Lingga, Karimun, Pulau Boroe, Pulau
Bintang untuk membatasi jumlah pertumbuhan
penduduk China, 30 September 1868. 7 lembar.

ANRI: Riouw 223/19

Surat Rahasia Resident Riouw Kepada Sultan Soeleiman
Badroel Alam Sjah, Sulthan Lingga mengenai
peninjauan kembali surat perjanjian persahabatan
dengan Kesultanan Lingga akibat pemberontakan yang
dilakukan oleh Radja Moehamad Yoesoep yang
dipertuan muda Negeri Indragiri, 29 November 1879.
2 lembar.

ANRI: Riouw 223/15

Salinan surat Sulthan Lingga kepada Resident Riouw
dan wilayah sekitarnya mengenai laporan perjalanan
Sultan Lingga ke Pulau Penjinjat (Pulau Penyengat,
Batam), 15 April 1885. 3 lembar.

ANRI: Riouw 223/10

Undang-undang No 15 November 1949 tentang
pembentukan provinsi Sumatera Tengah. November
1949. 4 lembar.

ANRI: Sekretariat Negara No 177




13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Citra Kepulauan Riau dalam Arsip

Negara Riau yang dibentuk berdasarkan Keputusan
Gubernur Jenderal Nomor 9 tanggal 12 Juli 1947
(Staatsblad 1947 Nomor 125) ditolak rakyat yang lebih
memilih  bergabung dengan Republik Indonesia.
Berdasarkan keinginan rakyat tersebut Presiden RIS
mengeluarkan Surat Keputusan Presiden Rl Nomor 143
Tahun 1950, menghapus Riau sebagai Negara Bagian
dari RIS dan menggabungkan Riau ke dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia. 4 April 1950. 2 lembar.
ANRI.: Sekretariat Negara No 130

Keputusan Presiden Rl No 110 1951 tentang T. Ruslan
Murjohardjo sebagai gubernur Kepala Daerah Sumatera
Tengah 28 juni 1951. 2 lembar.
ANRI.: Sekkab keppres No 329

Kantor Jawatan Pelayaran yang beratap rumbia di
Tembilahan, 13 April 1953.
ANRI: Kempen 530413 DD 3-1

Masyarakat sedang menunggu kedatangan Wakil
Presiden Moh. Hatta di depan Sekretariat Partai Politik
Islam Masyumi di Tembilahan, 13 April 1953.

ANRI: Kempen 530413 DD 5

Rumah penjara di Tembilahan, 14 April 1953.
ANRI: Kempen K5630414 DD 3-7

Kantor Pos dan Telegrap Pembantu di Tembilahan, 14
April 1953.
ANRI: Kempen K 530414 DD 3-9

Suasana rapat umum pada waktu kunjungan wakil
Presiden Moh. Hatta di Tanjung Pinang, 20 April 1953.
Kempen K 530420 EE 11

Wakil Presiden Moh. Hatta mengunjungi Asrama Polisi
di Tanjung Pinang, 20 April 1953.
ANRI: Kempen K 530420 EE 34




21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Citra Kepulauan Riau dalam Arsip

Kantor Jawatan Penerangan Kabupaten Kepulauan Riau
di Tanjung Pinang, 21 April 1953.
ANRI: Kempen K 530421 EE 1

Ibu-ibu mendengarkan wejangan Wakil Presiden
Mohammad Hatta pada waktu kunjungan ke Tarempa,
22 April 1953.

ANRI: Kempen K 530422 EE 2-3

Wakil Presiden RI Mohammad Hatta mengunjungi
Asrama Tentara di Tarempa, 20 Juli 1953.
ANRI: Kempen K 530420 EE 65

Wakil Presiden Mohammad Hatta memakai perahu
motor menuju ke kapal Jadayat di Pantai Tanjung
Pinang, 16 April 1954.

ANRI: Kempen 540416 EE 9

Wakil Presiden Mohammad Hatta disambut oleh
perwira-perwira Angkatan Darat dan Laut saat tiba di
Pelabuhan Tanjung Pinang, 23 April 1954.

ANRI.: Kempen 540423 EE 1

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957
tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat |
Sumatera Barat, Jambi dan Riau, 9 Agustus 1957.
9 lembar.

ANRI.: Sekkab UU Darurat No. 154

Pelantikan Mr. S.M. Amin sebagai Gubernur/Kepala
Daerah Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan
Presiden Nomor 258/M/1958 tanggal 27 Februari 1958
olen Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen
Mr. Sumarman, di Tanjung Pinang.

ANRI: Kempen Sumut
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28.

29.

30.

31.

32.

Presiden Soekarno memeriksa barisan kehormatan
setibanya di lapangan terbang di Tanjung Pinang, 6
September 1959.

ANRI: Kempen 02/C/4-59

Presiden Soekarno dan para pembesar Riau di Ruang
Utama Gubernur Riau di Tanjung Pinang, dalam rangka
kunjungan kerja Presiden Rl Soekarno ke Riau. 6
September 1959.

ANRI: Kempen K 590906 EE 12

Gedung Radio Republik Indonesia (RRI) di Tanjung
Pinang, 20 Januari 1964.
ANRI.: Kempen 64-968

Teleks Warga Riau tentang permohonan pencalonan T.
Arief, SH untuk duduk dalam Kabinet RI, 9 April 1966.
1 lembar.

ANRI: Wakil Perdana Menteri Bidang Ekonomi
Keuangan dan Pembangunan No 0014

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, 25 Oktober
2002. 6 lembar.

ANRI: Jaringan Dokumentasi Hukum Indonesia

111. POLITIK DAN KEAMANAN

33.

Citra Kepulauan Riau dalam Arsip

Surat kepada Residen Palembang tentang perjanjian
pemberian Pulau Natuna dan pulau Boengoeran ke
dalam kerajaan Riau termasuk di dalamnya rencana
anggaran dan alasan keamanan, Maret 1856. 15
lembar.

ANRI: Riouw 98




34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Citra Kepulauan Riau dalam Arsip

Surat Residen Riouw kepada Sultan Soeleiman Badroel
Alam Sjah, Sultan Lingga mengenai berita wafatnya
Tengkoe Daud bin Sulthan Abdolrahman Sjah, 26
Oktober 1882. 2 lembar.

ANRI: Riouw 223/12

Stempel onderkoning van Riouw Yang Dipertuan Muda
Raja Muhammad Yusuf bin Raja Ali, tahun 1890. 1
lembar.

ANRI: Riouw 223.5

Stempel Sultan van Lingga Riouw en onderhoorigheden
Sultan Abdurrahman, tahun 1890. 1 lembar.
ANRI: Riouw 223.10

Telegram Kepolisian Riau kepada Kepolisian Negara
bagian PAM tentang Agresi Belanda di Sumatera 15
Oktober — November 1947. 5 lembar.

ANRI: Kepolisian Negara 535

Telegram Kepala Kepolisian Negara Laporan mengenai
situasi keadaan di wilayah Riau 9 — 14 Maret 1948. 6
lembar.

ANRI: Delegasi Indonesia 436

Kawat Dewan Perwakilan Daerah Riau tentang sebuah
kapal musuh jenis RP datang dari Tanjung Samak
masuk ke perairan menuju Tanjung Kongkong 6 Juli
1948. 1 lembar.

ANRI: Delegasi Indonesia 551

Laporan staf umum Il Markas Besar Tentara Nasional
Indonesia tentang pelabuhan Riau dihujani tembakan—
tembakan mortier dan senjata—senjata berat dari kapal
perang Belanda 10 Juli 1948. 1 lembar.

ANRI: Delegasi Indonesia 552
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41.

42.

43.

44,

45.

Laporan dari Gubernur Militer daerah Riau RM. Oetojo
No 245/Ras kepada Ketua PDRI tentang situasi militer,
pemerintahan, perbekalan dan pertanian 6 Mei 1949. 1
lembar.

ANRI: PDRI 147

Telegram Ketua PDRI kepada Gubernur Militer Aceh,
Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan dan Wakil
Gubernur  Militer Tapanuli tentang permintaan
pengiriman daftar tempat-tempat yang diduduki
Belanda sebelum dan sesudah 7 Mei 1949. 24 Mei
1949. 1 lembar.

ANRI: PDRI 36

Surat Kementerian Pertahanan kepada Presiden RI
tentang berita acara timbang terima penyerahan
kekuasaan militer atas daerah Kepulauan Anambas dan
Natuna dan Kepulauan Riau 2 April 1954. 4 lembar.
ANRI: Kabinet Presiden 872

Laporan M. Zain Busrie tentang rencana Dewan
Banteng untuk merebut Kabupaten Kapulauan Riau
Tanjung Pinang 19 Februari 1958. 2 lembar.

ANRI: Kabinet Presiden RI 2123

Komandan Komando Daerah Maritiem Il Penguasa
Darurat Militer Daerah Maritiem Kepulauan Riau
Laporan tentang penguasaan keadaan bahaya daerah
maritiem Kepulauan Riau selama triwulan ke | tahun
1962, 10 April 1962. 5 lembar.

ANRI: Angkatan Laut 124

1V. EKONOMI DAN KEUANGAN

46.

Citra Kepulauan Riau dalam Arsip

Laporan singkat Residen Riouw bulan Agustus 1862
mengenai  perdagangan ekspor dan impor dari Pulau
Batam. 6 lembar.
ANRI: Riouw 65
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47.

48.

49.

50.

51.

92.

Citra Kepulauan Riau dalam Arsip

Surat Kepala Jawatan Perbendaharaan dan kas-kas
Negeri kepada Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan
Tanjung Pinang tentang penyerahan pekerjaan tata
usaha keuangan Kabupaten Riau mulai 1 Juli 1953. 9
Juni 1953. 3 lembar.

ANRI: Kabinet Presiden 862

Surat  Keputusan  Menteri  Keuangan  tentang
penyelenggaraan tata usaha keuangan daerah otonom
Sumatera Tengah dan Kabupaten Riau 24 Juni 1953. 4
lembar.

ANRI: Kabinet Presiden 861

Surat Kementerian Keuangan Rl tentang penyelesaian
pengeluaran dan penerimaan Straits Dollar di daerah
Riau 23 Juni 1954. 4 lembar.
ANRI: Kabinet Presiden 343

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 28
1959 tentang dasar perhitungan Malayan — Dollar
untuk melakukan tarif pajak-pajak negara di daerah
kepulauan Riau. 21 Desember 1959. 3 lembar.

ANRI.: Sekretariat Kabinet PERPU 28

Gedung Bank Negara Indonesia (BNI) di Tanjung
Pinang, 20 Januari 1964.
ANRI: Kempen 64-868

Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman
Modal No 10/A/SK/BKPM/111/1977 tentang prosedur
penanganan aplikasi penanaman modal untuk proyek
yang berlokasi di Pulau Batam. 19 Maret 1977. 3
lembar.

ANRI: Setwapres HB IX No 418




53.

54,

95.

56.

Citra Kepulauan Riau dalam Arsip

Berkas mengenai persetujuan Penanaman Modal Asing
dari NIPPON SMT Pte Ltd Elektronika dan sdr Naoto
Istikawa, Jepang di bidang industri sub Assy dan
komponen elektronika berlokasi di Kawasan Industrial
Park, Muka Kuning, Pulau Batam Riau. 13 Mei 1996. 1
lembar.

ANRI: Setneg/ Asmin No. 5024

Berkas mengenai persetujuan Penanaman Modal Asing
dari Nagano Drilube Singpura Pte Ltd singapura dan sdr
Tsuneo Iguchi Jepang di bidang industri pelapisan Baja
berlokasi dikawasan industri Batam Industrial Park,
Muka Kuning, Pulau Batam Riau, 13 Mei 1996. 1
lembar.

ANRI: Setneg/Asmin No. 5025

Berkas mengenai persetujuan Penanaman Modal Asing
dari Sdr Lim Wee Beng Eddie dan sdr Koh Bee Lian
Singapura di bidang jasa akomodasi hotel dan cottage,
jasa rekreasi dan wisata tirta berlokasi di Kabupaten
Kepulauan Riau. 20 Mei 1996. 1 lembar.

ANRI: Setneg ASMIN No. 5042

Surat Presiden Rl kepada Menteri Negara {Penggerak
Dana Investasi/ Ketua BKPM tentang persetujuan
penanaman modal Asing dari Ang Sin Liu Shipyard Pte
Ltd dan Sdr. Ang Sin Liu, Singapura di bidang industri
tongkang dan pemeliharaan perbaikan kapal berlokasi
di kawasan industri Tanjung Uncang Pulau Batam,
Riau. 12 Juni 1996. 1 lembar.

ANRI: Setneg/Asmin NO. 5088
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V. PERTAMBANGAN

S7.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

Citra Kepulauan Riau dalam Arsip

Kontrak tertutup antara Radja Abdul Rachman Moatlam
Sjah, Sultan Lingga Riouw dan wilayah sekitarnya
dengan Tengkoe Ismail, Poetra Radja Abdul Rachman
Moatlam Sjah, Sultan Lingga yang tinggal di Penjingat
mengenai kontrak penggalian pertambangan timah
selama 28 tahun di Pulau Batam, 13 Desember
1909. 10 lembar.

ANRI: Mijnwezen 05 Contrak M 494/21 Des 1909

Pengangkutan tambang timah di Pulau Singkep Riau.
ANRI: KIT 0492-086

Alat Transportasi (Lokomotif Pembawa Barang) hasil
tambang Timah di Pulau Singkep Riau.
ANRI: KIT 0492-004

Alat transportasi kabelbaan dipertambangan bauksit
dan kabel listrik yang melintas di Kajang sejauh 360 KM
Pulau Bintan Riau.

ANRI: KIT 0508-038

Alat transportasi membawa uang disertai Polisi
pengawal di Pertambangan timah Pulau Singkep, Riau.
ANRI: KIT 0492-006

Kapal Pengeruk dasar sungai/lumpur di Singkep Riau.
ANRI: KIT 0497-062

Angkutan trambaan di dalam hutan di pertambangan
timah Lintang Muras, Pulau Singkep Riau.
ANRI: KIT 0703-024

Areal Pelabuhan tambang bauksit, Pulau Bintan.
ANRI: KIT 0508-036
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65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.
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Kapal pengangkut timah berlabuh di Pulau Singkep,
Kepulauan Riau.
ANRI: KIT 0493-078

Kedatangan pengunjung pertambangan timah di
Dermaga Bingkep Riau
ANRI: KIT 0493-074

Kereta api uap untuk mengangkut orang di Pulau
Singkep, Riau
ANRI: KIT 0493-064

Komplek perumahan di Pertambangan Pulau Singkep,
Riau
ANRI: KIT 0494-034

Menara pembor di pertambangan timah lembah
Serdang Pulau Singkep, Riau
ANRI: KIT 0495-022

Orang-orang yang berkunjung di pertambangan timah
Pulau Singkep, Riau.
KIT 0493-082

Pasukan polisi di tempat penjualan candu di tambang
timah di Dabo Pulau Singkep, Riau.
KIT 0491-052

Pasukan polisi di tambang timah di Pulau Singkep,
Riau.
KIT 0491-046

Polisi Pamong Praja tambang timah Pulau Singkep,
Riau
KIT 0491-054

Suasana bagian dalam Lab.tambang bauksit di Kajang
Pulau Bintan Riau.
KIT 0506-076
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75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.
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Wanita-wanita melayu mencuci timah secara tradisional
Pulau Singkep, Riau.
KIT 0500-034

Tambang bauksit di Kijang, Pulau Bintan, 23 September
1948.
ANRI: RVD 80923 EE 54

Surat PN Tambang Bauksit Indonesia kepada Badan
Pimpinan Umum Perusahan — perusahaan Tambang
Umum Negara tentang perbaikan pelabuhan Kijang. 11
Agustus 1961. 5 lembar.

ANRI: Aneka Tambang No. 74

Surat PN Tambang Bauksit Indonesia kepada Badan
Pimpinan Umum Perusahan — perusahaan Tambang
Umum Negara tentang pengambilan sample bauksit
untuk proyek alumunium. 17 Juli 1963. 6 lembar.
ANRI: Aneka Tambang No. 55

Kilang minyak di Pulau Sambu, Kepulauan Riau, 20
Januari 1964.
ANRI.: Kempen 64-920

Proyek tambang timah di Tanjung Balai Karimun,
Kepulauan Riau, 20 Januari 1964.
ANRI: Kempen 64-1042

Bagan organisasi sementara perwakilan PT Tambang
Timah di Pulau Batam. 28 Januari 1988.
ANRI: PT Timah No 14
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V1. SOSIAL DAN KESEHATAN

82.

83.

84.

85.

86.

Laporan singkat Residen Riouw bulan Juni 1858
mengenai Pemasukan ampium ke pulau Batam dengan
bantuan orang-orang Cina. 7 lembar.

ANRI: Riouw 65/19

Surat Residen Riouw kepada Sultan Lingga mengenai
permintaan laporan kesehatan atas penyakit yang
sedang berjangkit di daerah Lingga termasuk jumlah
orang yang meninggal, sedang terjangkit dan telah
sembuh dari penyakit tersebut, 23 Februari 1878. 2
lembar.

ANRI: Riouw 223/16

Salinan surat Resident Riouw kepada Sulthan Lingga
mengenai permintaan pertolongan dan keikhalasannya
untuk membantu pemerintah Hindia Belanda akibat
kerusakan oleh letusan Gunung Krakatau, 11
September 1883. 1 lembar.

ANRI: Riouw 223/11

Rumah Sakit Umum di Tembilahan, Kepulauan Riau, 14
April 1953.
ANRI: Kempen K 530414 DD 3-4

Wakil Presiden Mohammad Hatta meninjau balai
pengobatan di Tambelan, Kepulauan Riau, 22 April
1954,

ANRI: Kempen 540422 EE 1

VIl. PENDIDIKAN

87.
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Wakil Presiden Mohammad Hatta dan rombongan
mengunjungi Madrasah Nurul Islam di Tarempa,
Tanjung Pinang, 20 April 1953.

ANRI: Kempen K 530420 EE 61
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88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

VIII.

95.
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Wakil Presiden Mohammad Hatta mengunjungi Sekolah
Taman Kanak-kanak di Rarempa, Tanjung Pinang, 20
April 1953.

ANRI: Kempen 530420 EE 75

Gedung Sekolah Teknik Pertama Bagian Perkapalan di
Tanjung Pinang, 18 Maret 1954
ANRI.: Kempen la

Kunjungan wakil Presiden Mohammad Hatta di salah
satu Sekolah Rakyat di Midai, Kepulauan Riau. 18 April
1954,

ANRI: Kempen K 540418 EE 12

Gedung Sekolah Rakyat yang mendapat kunjungan
wakil Presiden Mohammad Hatta di Serasan, 21 April
1954.

ANRI: Kempen K 540421 EE 2-1

Presiden Soekarno menerima Sumpah Pelajar dari
seorang pelajar di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, 6
September 1959

ANRI: Kempen K 590906 EE 2-1

Suasana pameran buku dengan para pengunjung di
Tanjung Pinang, 20 Januari 1964.

ANRI: Kempen 64-812

Penerima tamu berpakaian daerah saat pameran buku
di Tanjung Pinang, 20 Januari 1964.

ANRI: Kempen 64-848

BUDAYA DAN PARIWISATA

Profil wanita pribumi di Pulau Singkep, Riau.
ANRI: KIT 0494-016
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96.

97.

98.

99.

Profil wanita Melayu dan anaknya di Pulau Singkep,
Riau.
ANRI: KIT 0494-030

Profil pekerja pertambangan timah dan keluarganya di
Pulau Singkep, Riau
ANRI: KIT 0494-022

Profil pekerja Cina dan Melayu dari pertambangan
timah Pulau Singkep, Riau.
ANRI: KIT 0494-088

Profil juru tulis keturunan etnis Cina di Pulau Sungkat,
Kepulauan Riau.
ANRI: KIT 0494-024

100.Jajaran pohon Cemara ditepi jalan Tanjung Pinang,

Pulau Bintan, Riau.
ANRI: KIT 0675-017

101.Jalan raya menuju pusat kota, Tanjung Pinang, Pulau

Bintan, Riau.
ANRI: KIT 0767-032

102.Pantai Pulau Pemuka, Singkep, Riau.

ANRI: KIT 0973-070

103.Rumah-rumah penduduk di tepi pantai Pulau

Penyengat, Kepulauan Riau, 5 Agustus 1951.
ANRI: Kempen K 510805 EE 28

104.Bangunan bekas Istana Sultan Riau di Pulau
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Penyengat, Kepulauan Riau, 5 Agustus 1951.
ANRI: Kempen K 540805 EE 37
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105.Pangkalan bis dan taksi di Tanjung Pinang, Kepulauan
Riau, 21 April 1953
ANRI: Kempen K 530421 EE 3-1

IX. KEAGAMAAN

106. Telegram dari Gubernur Militer Riau RM Oetojo kepada
PDRI/Kem Agama tentang ketetapan puasa. 8 Juni
1949. 1 lembar.

ANRI: PDRI No 175

107.Masjid Jam’i di Tarempa, Kepulauan Riau, 22 April
1953.
ANRI: Kempen K 530422 EE 1

108.Masjid Raya di Tanjung Pinang, 20 Januari 1964.
Kempen 64-836
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PENUTUP

Program Citra Daerah yang dikembangkan Arsip Nasional
Rl merupakan salah satu upaya memberdayakan daerah melalui
arsip. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yakni meningkatkan
peran daerah di berbagai bidang, termasuk bidang kearsipan.

Arsip sebagai salah satu sumber informasi yang terpercaya
dapat menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan yang
dialami pada masa lalu untuk diaplikasikan secara adaptif dan
kontekstual dalam merencanakan pembangunan di daerah yang
semakin kompleks.

“Citra Kepulauan Riau dalam Arsip” diharapkan dapat
ditindaklanjuti dan dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau serta disebarluaskan kepada masyarakat umum,
khususnya generasi muda.

Penyebarluasan ini sangat penting artinya karena dapat
memberikan dorongan kepada masyarakat luas untuk
mempelajari dan menggali lebih dalam lagi informasi mengenai
penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada gilirannya arsip dapat menjadi memori kolektif
daerah yang berfungsi sebagai pemberi semangat dalam
menumbuhkan rasa kebanggaan sebagai bangsa Indonesia
bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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